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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan lelang 

eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas 1 KPKNL Semarang berdasarkan Pasal 6 

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) beserta kendala 

yang ditemukan dan solusinya. 

Metode Pendekatan yang dipakai dalam skripsi ini bersifat yuridis 

sosiologis dengan menggunakan data primer sebagai data utama dengan cara 

melakukan wawancara bersama Pelelang Ahli Madya Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang. dan kemudian didukung 

oleh data sekunder dari berbagai sumber yang selanjutnya dianalisis dan diolah 

dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang dengan objek 

eksekusi hak tanggungan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Kota Semarang dilakukan dalam beberapa tahap yaitu Proses Pra 

Lelang, Proses Lelang, dan Proses Pasca Lelang. Proses Pra Lelang yaitu terdiri 

dari surat permohonan lelang oleh kreditor, chek list atau verivikasi dokumen 

lelang, surat pemberitahuan proses pralelang, pengumuman lelang pertama dan 

kedua, pengurusan SKPT, dan kegiatan pemasaran. proses lelang pelaksanaannya 

dengan sistim penawaran closed bidding, didilaksanakan pada hari, tanggal dan 

tempat yang sudah tertera dipengumuman lelang. dan harus dihadiri oleh kreditor 

atau pejabat penjual, saksi, pejabat lelang kelas satu. Tata cara pelaksanaan lelang, 

peserta melakukan log-in aplikasi lelang KPKNL, Pembukaan penawaran lelang 

oleh pejabat lelang kelas satu, penawaran lelang dari peserta lelang, penutupan 

penawaran lelang, pengesahan pemenang lelang. dan Proses Pasca Lelang terdiri 

dari pembayaran atau pelunasan lelang, pengembalian uang jaminan lelang, 

pengurusan penerbitan risalah lelang, pengurusan penerbitan berita acara serah 

terima dokumen asli kepemilikan barang, pengurusan berita acara serah terima 

barang, penerbitan laporan dan invoice tagihan. Tidak ada hambatan yang ditemui 

pada situasi pandemi saat ini dikarenakan pelaksanaan lelang menggunakan via 

online. 

Disarankan untuk Pihak KPKNL Semarang harus tetap menjalankan 

perannya secara profesional agar dapat menghimpun peserta lelang yang banyak 

sehingga menciptakan nilai jual lelang yang tinggi. Lalu bagi Pihak Kreditur, 

dalam mengajukan permohonan lelang kreditur harus benar-benar meneliti 

kelengkapan dokumen yang nantinya akan digunakan sebagai syarat lelang agar 

tidak ada permasalahan hukum dikemudian hari. 

Kata Kunci: Lelang Eksekusi, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang, UUHT. 
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ABSTRACT 

This research aims to find out the process of conducting execution 

auctions by The Auction Official Class 1 KPKNL Semarang based on Article 6 of 

Constitution No. 4 of 1996 on The Right of Dependents on Land and Objects 

Related to The Land (UUHT) and the constraints found and solutions.  

The approach method used in this thesis is sociological juridical by using 

primary data as the main data by conducting interviews with the Regional Expert 

Auctioneers of the Office of State Wealth Services and Auctions (KPKNL) 

semarang city. and then supported by secondary data from various sources which 

are then analyzed and processed by qualitative methods to produce conclusions. 

The results of this study showed that the implementation of the auction 

with the object of execution of dependent rights at the Office of State Wealth 

Services and Auctions (KPKNL) Semarang City was conducted in several stages, 

namely the Pre Auction Process, Auction Process, and Post-Auction Process. Pre 

Auction Process consists of auction application letter by creditors, chek list or 

verification of auction documents, notification letter of pre-auction process, 

announcement of the first and second auction, management of SKPT, and 

marketing activities. the auction process is conducted with a closed bidding 

system, carried out on the day, date and place that has been listed in the 

announcement of the auction. and must be attended by creditors or salespeople, 

witnesses, first-class auction officials. Procedures for conducting auctions, 

participants log-in kpknl auction application, Opening of auction bids by first-

class auction officials, auction bidding from auction participants, closing of 

auction bids, endorsement of auction winners. and Post-Auction Process consists 

of payment or settlement of auctions, refund of auction guarantees, management 

of the issuance of auction treatises, management of the issuance of news of the 

original document handover of goods ownership, management of the news of the 

handover of goods, issuance of reports and invoices of bills. There are no 

obstacles encountered in the current pandemic situation due to the 

implementation of auctions using online.  

It is recommended that KPKNL Semarang should continue to perform its 

role professionally in order to gather a large number of auction participants so as 

to create a high auction selling value. Then for the Creditor, in applying for the 

auction the creditor must thoroughly examine the completeness of the documents 

that will be used as a condition of the auction so that there are no legal problems 

in the future. 

 Keywords: Execution Auction, State Wealth Service Office and Auction, 

UUHT. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era teknologi dan informasi sekarang ini, mendorong terjadinya 

peningkatan pembangunan di segala bidang. Salah satu peningkatan 

pembangunan nasional adalah dengan semakin berkembangnya kegiatan 

industri dan perdagangan. Meningkatnya kegiatan industri dan 

perdagangan mengakibatkan peningkatan dalam sektor modal dalam 

pengembangan usaha. Sedangkan tidak semua pengusaha memiliki 

permodalan yang cukup untuk mengembangkan usahanya, maka dari 

sinilah tercipta banyak transaksi dalam kehidupan sehari-hari dalam 

bentuk kredit atau pinjaman.1 

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan 

nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan 

rakyat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang – Undang  

Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan 

tersebut, yang para pelakunya meliputi baik pihak pemerintah maupun 

masyarakat sebagai orang perseorangan dan badan hukum, meningkat juga 

keperluan akan tersedianya dana yang sebagian besar diperoleh melalui 

kegiatan perkreditan.2 

                                                           
1 Gatot Supramono. “Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis”. Vol 1., 

Tahun 1996. hlm. 61 
2 Penjelasan umum point 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah 
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Dalam praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit umumnya 

diikuti penyediaan jaminan khusus oleh pemohon kredit, sehingga 

pemohon kredit yang tidak bisa memberikan jaminan sulit untuk 

memperoleh kredit dari bank3. Adapun pengertian kredit menurut Pasal 1 

Ayat 11 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

adalah: 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bunga”. 

Dalam perjanjian kredit, seringkali pihak kreditur berada dalam 

posisi yang tidak diuntungkan ketika pihak debitur wanprestasi. 

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban 

sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur 

dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi 

baik karena disengaja maupun tidak disengaja.4 

Pada asasnya tidak ada kredit yang tidak mengandung jaminan, 

karena sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerdata bahwa setiap kebendaan 

milik debitur baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang 

sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi 

tanggungan atas utang – utangnya. 

                                                           
3 Sutarno,. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank. Bandung: Alfabeta. 2004. 

Hlm.140 
4 Salim HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika. 2011. 

Hlm.180. 
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Namun meskipun undang – undang telah menentukan demikian, 

bukan berarti bahwa setiap proses pelunasan dengan objek jaminan akan 

berjalan dengan lancar dan mudah, karena dalam kenyataannya pihak 

kreditur yang menghadapi persoalan kredit macet (wanprestasi) selalu 

harus dihadapkan dengan segala macam proses penyelesaian dan 

permasalahan dalam upaya mengambil pelunasan piutangnya. Ketika 

seorang debitur cedera janji (wanprestasi), maka jaminan yang dimiliki 

oleh debitur harus dieksekusi oleh kreditur. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia yang dimaksud dengan eksekusi adalah pelaksanaan putusan 

hakim, pelaksanaan hukuman peradilan atau penjualan harta orang tua 

karena berdasarkan penyertaan.5 

Hak jaminan untuk pelunasan utang, dimana utang yang dijamin 

harus suatu utang tertentu disebut dengan Hak Tanggungan. Menurut 

ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda yang Berkaitan 

Dengan Tanah (UUHT), yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah: 

 “Hak tanggungan atas tanah beserta benda – benda yang berkaitan dengan 

tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang 

dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dengan Undang 

– Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok 

Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu 

kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu 

terhadap kreditur – kreditur lainnya”. 

 Kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai kedudukan 

istimewa dibanding dengan kreditur – kreditur lainnya. Artinya bahwa 

                                                           
5 https://kbbi.web.id/eksekusi diakses pada 23 Februari 2021 pukul 20.45 WIB 

https://kbbi.web.id/eksekusi
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manakala terjadi wanprestasi dari debiturnya secara nyata, maka kreditur 

pemegang hak tanggungan pertama berhak melakukan penjualan melalui 

pelelangan umum terhadap obyek benda jaminan debitur. Penjualan 

melalui pelelangan atas obyek benda jaminan harus melalui prosedural 

peraturan perundang undangan yang berlaku.  

Menurut ST. Remy Sjahdeini menegaskan bahwa menurut Pasal 6 

UUHT, apabila debitur sidera janji, pemegang hak tanggungan pertama 

mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan 

sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya 

dari hasil pejualan tersebut.6 

Sesuai dengan sifat dari benda yang yang dijaminkan tersebut, 

maka umumnya jaminan berupa tanah dan bangunan lebih disukai oleh 

bank karena nilainya cenderung stabil dalam jangka panjang, sehingga 

dalam transaksi pemberian kredit oleh perbankan didominasi oleh 

penjaminan dalam bentuk tanah dan bangunan. Dengan demikian maka 

diperlukan adanya suatu peraturan yang mengatur tentang penjaminan 

harta benda yang berupa tanah dan bangunan sehingga didapat suatu 

kemudahan dan kepastian bagi bank dalam memperoleh pembayaran 

kembali kredit yang diberikan kepada debitur apabila dikemudian hari 

debitur ternyata tidak dapat membayar kembali kewajibannya tersebut.7 

                                                           
6 Tri Kurniawan. “Kajian Yuridis Terhadap Parate Eksekusi Objek Jaminan Dalam 

Perjanjian Hak Tangguhan”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 2, Vol. 4, Th. 2016. Hlm.3 
7 Ahmad Fauzi. Eksistensi Hak Tanggungan dalam Kredit Perbankan, diakses di 

https://media.neliti.com/media/publications/43175-ID-eksistensi-hak-tanggungan-dalam-kredit-

perbankan.pdf pada tanggal 24 Februari 2021 pukul 22.23 WIB 

https://media.neliti.com/media/publications/43175-ID-eksistensi-hak-tanggungan-dalam-kredit-perbankan.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/43175-ID-eksistensi-hak-tanggungan-dalam-kredit-perbankan.pdf
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Hukum pun juga mengatur tentang jaminan yang demikian dan 

dikenal dengan sebagai jaminan khusus, diantaranya dalam ketentuan 

Pasal 1150 sampai dengan 1160 KUHPerdata tentang Gadai, Pasal 1162 

sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdata tentang Hipotek, Undang - 

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan Undang – 

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Jaminan ini dirasa lebih 

member kepastian hukum bagi kreditur dibandingkan jaminan umum dan 

memberikan kedudukan kreditur sebagai kreditur preferen atau yang 

mendapat hak untuk diitimewakan pelunasannya disbanding kreditur lain.  

Perjanjian kredit antara bank (kreditur) dengan nasabah (debitur) 

mengandung hak dan kewajiban para pihak. Pihak kreditur berkewajiban 

menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur dan berhak 

menerima uang itu pada waktu yang diperjanjikan, sedangkan pihak 

debitur mempunyai hak dan kewajiban yang merupakan kebalikan dari 

hak dan kewajiban kreditur.8 

Debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi secara sukarela, maka 

kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya, yaitu 

terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. 

Penyelesaian kredit macet diharapkan dapat lebih terfokus dan terarah, 

sehingga pencapaian hasil dapat optimal. Penyelesaian kredit macet tahap 

awal sebelum terjadinya eksekusi biasanya dilakukan melalui negosiasi 

antara kreditur dengan debitur untuk menghasilkan hasil yang terbaik, 

                                                           
8 Vera Ayu Riandini. Skripsi: “Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dengan Kreditur Bank 

Pemerintah Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Semarang”. Semarang: 

UNNES. 2015. Hlm.3-4 
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tetapi apabila hasil negosiasi memperoleh hasil kebuntuan, maka upaya 

terakhir yang dilakukan melalui litigasi, hal ini merupakan proses dalam 

mengeksekusi atau menjual barang yang dijadikan jaminan utang melalui 

penjualan lelang.  

Penjualan lelang ini dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri, 

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dan Balai Lelang, 

bagi bank-bank swasta dapat melakukan parate eksekusi melalui Balai 

Lelang Swasta.  Berbeda dengan Pengadilan Negeri dan Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang dilahirkan berdasarkan 

Undang-Undang. Lahirnya balai lelang swasta bukanlah didasarkan pada 

Undang-Undang, sehingga dalam melaksanakan kewenangannya untuk 

melaksanakan penjualan lelang timbul penafsiran yang berbeda-beda.9 

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan, apabila debitur cidera janji, pemegang hak 

tanggungan pertama mempunyai  hak  untuk menjual objek hak 

tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta 

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Konsep ini 

dalam KUHPerdata dikenal sebagai parate executie sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata. Dengan konsep parate 

executie, pemegang hak tanggungan tidak perlu meminta persetujuan 

terlebih dahulu kepada pemberi hak tanggungan, dan tidak perlu juga 

meminta penetapan pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi 

                                                           
9 Dinalara Dermawati Butarbutar. “Peranan Balai Lelang Swasta Terhadap Pelaksanaan 

Lelang”. Pakuan Law Review. Vol 1., No. 1., Th. 2015. Hlm 6. 
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atas hak tanggungan yang menjadi jaminan utang debitur dalam hal 

debitur cidera janji. Pemegang hak tanggungan dapat langsung datang dan 

meminta kepada Kepala Kantor Lelang untukmelakukan pelelangan atas 

objek hak tanggungan yang bersangkutan10 

Debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi secara sukarela, maka 

kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya, yaitu 

terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. 

Penyelesaian kredit macet diharapkan dapat lebih terfokus dan terarah, 

sehingga pencapaian hasil dapat optimal. Penyelesaian kredit macet tahap 

awal sebelum terjadinya eksekusi biasanya dilakukan melalui negosiasi 

antara kreditur dengan debitur untuk menghasilkan hasil yang terbaik, 

tetapi apabila hasil negosiasi memperoleh hasil kebuntuan, maka upaya 

terakhir yang dilakukan melalui litigasi, hal ini merupakan proses dalam 

mengeksekusi atau menjual barang yang dijadikan jaminan utang melalui 

penjualan lelang. Penjualan lelang ini dapat dilakukan melalui Pengadilan 

Negeri, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dan Balai 

Lelang, bagi bank-bank swasta dapat melakukan parate eksekusi melalui 

Balai Lelang Swasta.11 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis ingin melakukan dan 

mengadakan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Lelang Dengan 

Objek Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan 

                                                           
10 Dian Awalina Rosilistiyani. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak 

Tanggungan Dan Pemenang Lelang”. Diponegoro Law Journal. Vol.5, No. 2, Th. 2016. Hlm.2 
11 Ibid, Dinalara Dermawati Butarbutar, hlm.5-6 
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Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang (Studi Kasus di Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Semarang)”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah proses Pelaksanaan Lelang Dengan Objek Eksekusi 

Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Kota Semarang? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pejabat Lelang Kelas 1 KPKNL 

Semarang serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Lelang Dengan Objek Eksekusi Hak 

Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Kota Semarang. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pejabat Lelang Kelas 1 

KPKNL Semarang dan solusi untuk mengatasi kendala tersebut. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih 

pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya 

serta hukum perdata. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan 

dan literatur kepusatakaan tentang proses pelaksanaan lelang 

eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas 1 KPKNL Semarang. 

2. Secara Praktisi 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para 

praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi hukum perdata 

dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan 

masalah dalam penerapan hukum dan asas asas hukum perdata 

yang berlaku di Indonesia. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah 

dan masyarakat luas, terutama mereka yang ingin mengetahui 

dan mendalami mengenai hukum perdata dan Pelaksanaan 

lelang Dengan Objek Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia. 

E. Terminologi 

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “ Pelaksanaan Lelang 

dengan Objek Eksekusi Hak Tanggungan pada Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang (Studi Kasus di 

KPKNL Semarang)”. Dengan penjelasan arti dari judul tersebut yaitu: 

1. Pelaksanaan  

Adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, 

keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau 

pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang 
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dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan 

sudah dianggap siap.12 

2. Lelang  

Adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan 

penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin 

meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang 

didahului dengan pengumuman lelang. Keberadaan lembaga lelang di 

Indonesia yang diatur dalam sistem hukum, bertujuan untuk kebutuhan 

memenuhi masyarakat diantarannya penyelesaian sengketa yang telah 

memperoleh putusan pengadilan.13 

3. Eksekusi  

Adalah menjalankan putusan pengadilan, yang melaksanakan 

secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum 

apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela, 

eksekusi itu dapat dilakukan apabila telah mempunyai ketetapan 

hukum tetap.14 

4. Lelang Eksekusi  

Dalam Pasal 200 ayat (1) HIR, Pasal 216 ayat (1) RBG 

dijelaskan bahwa lelang eksekusi adalah penjualan barang yang disita 

yang dilakukan dengan bantuan kantor lelang, atau menurut keadaan 

yang akan dipertimbangkan Ketua, oleh orang yang melakukan 

                                                           
12 https://kbbi.web.id/pelaksanaan Pada tanggal 24 Februari 2021 pukul 21.32WIB. 
13 Evie Hanavia. “Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Title Eksekutorial Dalam 

Sertifikat Hak Tanggungan”. Jurnal Repertorium. Vol. IV No. 1, Januari-Juni 2017. Hlm.2 
14 Ibid. 

https://kbbi.web.id/pelaksanaan
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penyitaan itu atau orang lain yang cakap dan dapat melakukan 

penyitaan itu atau orang lain yang cakap dan dapat dipercaya, yang 

ditunjuk oleh Ketua untuk itu dan berdiam di tempat dimana penjualan 

itu harus dilakukan atau di dekat tempat itu.15 

5. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

Adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Kantor Wilayah dan mempunyai tugas di bidang pelayanan kekayaan 

negara, piutang negara, penilaian, dan lelang.16 

6. Undang – Undang Hak Tanggungan (UUHT)  

Adalah ketentuan Hukum Materiil Perdata yang mengatur 

menegenai hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 

sekaligus mewujudkan unifIkasi Hukum Tanah Nasional.17 

F. Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

membicarakan/mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan 

penelitian yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, 

merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya berdasarkan 

fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Dengan perkataan lain bahwa 

                                                           
15 M Yahya Harahap. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi 

Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2006. Hlm.113 
16 Pasal 30 Peraturan Mentri Keuangan Nomor 153/PMK. 01/2006 
17 Penjelasan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah 
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metodologi penelitian pada dasarnya adalah langkah dan prosedur yang 

akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris 

guna memecahkan permasalahan dan atau menguji hipotesis penelitian. 18 

1. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis sosiologis, yaitu tidak hanya dari sudut peraturan-peraturan 

atau hukum positif saja, namun juga memperhatikan aspek-aspek 

sosiologis yang terjadi dalam implementasi penegakan hukum di 

masyarakat.19 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analistis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang 

diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang 

diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat 

tertentu.20 

Penelitian deskriptif-analitis bertujuan untuk memberikan 

penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta 

pada suatu peristiwa hukum di lingkungan masyarakat. Dalam 

                                                           
18 H. Ishaq. Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. 

Bandung: Penerbit Alfabeta. 2016. Hlm. 97 
19Ronny Hanijito Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia 

Indonesia.1998. hal. 34. 
20Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 

Jakarta: Rajawali Press.1998.hal.35. 
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penelitian deskriptif-analitis menggambarkan tentang karakteristik atau 

situasi pada peristiwa tertentu yang tidak memerlukan teoritis yang 

rumit ataupun pengajuan hipotesis tertentu. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer  

Sumber diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi 

keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat yang 

berwenang dalam hal proses penyelesaian lelang eksekusi di 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang . Sumber data 

primer adalah data atau keterangan yang diperoleh terkait dengan 

permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini yang 

bertindak sebagai informan adalah Kepala Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Semarang. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan dari 

studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dimaksud untuk 

membandingkan antara teori dan kenyataan di lapangan. Melalui 

studi kepustakaan ini diusahakan pengumpulan data dengan 

mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar, artikel dari internet 

serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data 

sekunder dalam penelitian ini mencakup: 

1) Bahan Hukum Primer 

a) KUHPerdata 
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b) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang 

Berkaitan dengan Tanah (UUHT) 

c) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan 

d) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang 

didapatkan dari karya para ahli yang berkaitan dengan bahan 

hukum primer, yang meliputi: 

a) Data tertulis berupa karya ilmiah. 

b) Pendapat-pendapat hukum dari para ahli. 

c) Buku literatur yang berhubungan dengan penelitian yang 

diteliti. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier adalah bahan penunjang atau 

rujukan untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau 

Kamus Hukum. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan 

melalui 2 metode yaitu studi pustaka dan studi lapangan: 
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a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan 

data dengan cara mempelajari kedua bahan hukum diatas untuk 

memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mengkaji 

dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan 

penelitian terdahulu seperti memahami jurnal dan buku yang 

berkaitan dengan obyek penelitian dari skripsi ini. 

b. Studi Lapangan 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer yang 

dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan guna 

memperoleh data yang diperlukan. Adapun cara pengumpulan 

datanya adalah melalui wawancara. Berupa tanya jawab antara 

penulis dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. 

Wawancara ini dilakukan dengan cara mewawancarai Kepala 

Pejabat Lelang Kelas 1 KPKNL Semarang guna mencapai data 

yang jelas sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan 

mengembangkan data yang dihasilkan dari wawancara tersebut. 

5. Analisis Data Penelitian 

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data 

yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, 

apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang 

mencakup permasalahan mengenai pelaksanaan lelang eksekusi oleh 

Pejabat Lelang Kelas 1 KPKNL berdasarkan Pasal 6 UUHT. 
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G. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul 

“Pelaksanaan Lelang Dengan Objek Eksekusi Hak Tanggungan Pada 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota 

Semarang” adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai 

aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi 

latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal 

penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab tentang kepustakaan yang meliputi tinjauan umum 

mengenai tinjauan tentang lelang eksekusi: pengertian lelang eksekusi, 

pengertian kreditur dan debitur, pengertian kredit macet; tinjauan tentang 

KPKNL: pengertian Pejabat Lelang Kelas 1, tugas pokok Pejabat Lelang 

Kelas 1; tinjauan tentang hak tanggungan: eksekusi berdasarkan pasal 6 

UUHT, pengertian wanrestasi, pengertian hak tanggungan. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan bab yang berisi tentang pokok permasalahan yang akan 

dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai: 
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1. Proses Pelaksanaan Lelang Dengan Objek Eksekusi Hak Tanggungan 

Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota 

Semarang 

2. Kendala yang dihadapi oleh Pejabat Lelang Kelas 1 KPKNL  serta 

solusi untuk mengatasi kendala tersebut. 

BAB IV : PENUTUP 

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan dari rangkuman hasil 

penelitian dan saran dari rangkuman hasil pembahasan dan akan diakhiri 

dengan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Pelaksanaan Lelang 

dengan Objek Eksekusi Hak Tanggungan yang ditemukan pada saat 

penulis melakukan penelitian tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit 

1. Pengertian Kredit 

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “credere” yang berarti 

kepercayaan (dalam bahasa inggris disebut faith and trust). Dapat 

dikatakan bahwa kreditor dalam hubungan perkreditan dengan debitor 

mempunyai suatu kepercayaan, bahwa debitor dalam waktu dan 

dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat 

mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan21. 

Dengan demikian, dasar dari pada kredit adalah kepercayaan. Dilihat 

dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran 

karena pengembalian atas penerimaan uang dana atau suatu barang 

tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerima, melainkan 

pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.22 

Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang –  

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 angka 11 

menyebutkan: 

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga”.  

 

                                                           
21 Rachmadi Usman. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT 

Gramedika Pustaka Utama. 2001. Hlm.236 . 
22 Johannes Ibrahim. Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian 

Kredit Bermasalah. Bandung: PT Refika Aditama. 2004. Hlm.17. 
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Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui, bahwa kredit itu 

merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai 

kreditor dengan nasabah sebagai debitor. Dalam perjanjian itu, bank 

sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya bahwa dalam 

jangka waktu yang disepakati bersama, nasabah akan melunasi utang 

beserta bunganya sesuai dengan isi perjanjian yang telah ditanda-

tangani.  

Muhammad Djumhana berpendapat bahwa intisari dari kredit 

adalah unsur kepercayaan, unsur yang lainnya adalah mengenai sifat 

atau pertimbangan saling tolong menolong. Dilihat dari pihak bank, 

unsur yang terpenting adalah mengambil keuntungan dari modalnya 

dengan mengharap kontra prestasi, sedangkan bagi debitor adalah 

adanya bantuan dari kreditor untuk menutupi kebutuhannya.23 

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya 

untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong 

untuk tujuan pencapaian kebutuhan, baik dalam bidang usaha maupun 

kebutuhan sehari-hari. Suatu kredit mencapai fungsinya apabila baik 

bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh pada 

tahapan yang lebih baik, artinya semua pihak dapat menikmati 

keuntungan dari adanya kredit tersebut.24 

                                                           
23 Muhammad Djumhana. Hukum Perbakan Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 

2000. Hlm.231. 
24 Roi Andang Sanjaya, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah. “Prinsip Kehati-Hatian 

Pada Pemberian Kredit Oleh Pejabat Bank”. Diponegoro Law Journal. Vol.5, No.4, Tahun 2016. 

Hlm.3 
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Dalam peristilahan dunia perbankan, istilah kredit dikenal 

sebagai  suatu kegiatan pemberian berbagai fasilitas yang berkaitan 

dengan pinjaman. Pinjaman sendiri berarti memberikan sejumlah hak 

kepada seseorang yang mana orang tersebut dapat menggunakan hak 

itu untuk keperluan sebagaimana mestinya, dengan suatu ketentuan 

bahwa pada suatu waktu yang telah disepakati, si peminjam harus 

mengembalikan hak tersebut kepada pihak yang memberikan 

pinjaman.  

Berdasarkan pengertian kredit di atas, maka perkreditan 

memiliki unsur-unsur sebagai berikut:25  

1) Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak Bank atas 

prestasi yang diberikannya kepada debitur yang akan 

dilunasinya sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.  

2) Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian 

kredit dan pelunasannya dan jangka waktu tersebut 

sebelumnya telah disepakati bersama antara pihak Bank 

dengan Pihak Debitur.  

3) Prestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontra 

prestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan 

perjanjian  pemberian kredit antara Bank dengan debitur 

berupa uang atau bunga atau imbalan.  

4) Risiko, yaitu risiko yang mungkin terjadi selama jangka waktu 

antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga 

untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup 

kemungkinan terjadinya  wanprestasi dari debitur, maka 

diadakan pengikatan jaminan. 

2. Pengertian Perjanjian Kredit 

Perjanjian kredit terbentuk karena adanya persesuaian 

pernyataan kehendak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 ayat 

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai 

                                                           
25 Asmawati. “Analisis Yuridis  Penyalahgunaan Kartu Kredit Terhadap Para Pihak 

Dalam Perjanjian Jualbeli”. Jurnal ilmu Hukum. Tahun 2015. Hlm.54 
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syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu persetujuan dari mereka yang 

mengikatkan dirinya. Pada umumnya suatu perjanjian dimulai dengan 

pernyataan dari salah satu pihak untuk mengikatkan dirinya atau 

menawarkan suatu perjanjian atau disebut penawaran (aanbod). 

Kemudian pihak lainnya juga memberikan pernyataan penerimaan 

penawaran tersebut atau disebut penerimaan (aanwarding).  

Dalam perjanjian kredit terdapat dua subyek hukum yang 

mempunyai kehendak dan dapat menyatakan kehendaknya agar tujuan 

dibuatnya suatu perjanjian dapat tercapai. Perjanjian kredit yang dibuat 

antara bank dan nasabah debitur dalam praktik perbankan merupakan 

suatu perjanjian baku atau standar. Dalam perjanjian baku atau  

standar, klausula-klausula telah dirumuskan terlebih dahulu oleh pihak 

bank secara sepihak. Klausula-klausula yang tertuang dalam perjanjian 

kredit cenderung merupakan upaya perlindungan bagi kreditur untuk  

mengatasi risiko kredit dalam hubungan kenasabahan perkreditan. 

Oleh karena itu nasabah sebagai calon debitur tidak mempunyai 

pilihan lain kecuali menerima atau menolak (take it or leave it) 

klausula-klausula yang termuat dalam perjanjian kredit.26 

Adapun hubungan pinjam-meminjam diawali dengan 

pembuatan  kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang 

meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. 

Perjanjian dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk 

                                                           
26Edi Andika. “Keabsahan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Dihubungkan 

Dengan Asas Kebebasan Berkontrak”. Lex Privatum, Vol.III, No. 2, Apr-Jun 2015. Hlm.28. 
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perjanjian tertulis. Perjanjian utang-piutang  dalam perjanjian tertulis 

ada yang dibuat dengan akta dibawah tangan, ada pula yang dibuat 

dengan akta notaris. Perjanjian utang-piutang antara debitur  dan 

kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat 

hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit 

diharapkan akan membuat para pihakyang terikat dalam perjanjian, 

memenuhi segala kewajibannya dengan baik. 

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-

Pokok Perbankan, secara tersurat jelas ditekankan keharusan adanya 

jaminan atas setiap pemberian kredit kepada semua orang. Sedangkan 

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, keharusan adanya jaminan terkandung secara tersirat dalam 

kalimat “keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad 

dan kemampuan serta kesanggupan nasabah  debitur”, dan sekaligus 

mencerminkan 5C yang salah satunya adalah collateral (jaminan) yang 

harus  disediakan  debitur.27 

3. Subyek dan Obyek Perjanjian Kredit 

Subjek Hukum dalam perjanjian kredit ialah pihak-pihak yang 

mengikatkan diri dalam hubungan hukum. Di dalam perjanjian kredit 

mencakup dua pihak yaitu pihak kreditor yang merupakan orang atau 

badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia untuk 

                                                           
27 Alves Simao L.F.S, Bernina Larasati, Demitha Marsha. “Tinjauan Mengenai 

Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Hak Tanggungan”. Jurnal Private Law.  Tahun 2014. 

Hlm.3. 
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meminjamkan kepada pihak lain (pemberi kredit) dan debitor yang 

merupakan pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang, 

atau jasa (pemohon kredit). 

Pihak kreditor dalam perjanjian kredit bank adalah lembaga 

bank yang dapat menyalurkan kredit sebagaimana diatur dalam undang 

– undang perbankan yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. 

Pihak debitor dalam perjanjian kredit bank dapat pribadi atau manusia 

(naturlijk persoon) yang secara tegas menurut undang – undang 

dinyatakan cakap hukum dan badan hukum (rechtpersoon).28 

Dalam undang – undang perbankan, obyek kredit berbentuk 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dan tidak 

berbentuk barang (Pasal 1 Angka 11 dan 12)29.  

Pasal 11 

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga;  

Pasal 12 

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil; 

Dengan demikian dalam hukum Indonesia dewasa ini kredit 

perbankan obyeknya selalu dalam bentuk uang atau tagihan dan 

apabila dalam perjanjian kredit berkaitan dengan pembelian barang 

(misalnya kredit pemilikan rumah, atau kredit kendaraan bermotor), 

                                                           
28 Johannes Ibrahim. Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam 

Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi). Bandung: Mandar Maju. 2004. Hlm.59 
29 Pasal 1 Angka 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 



24 
 

maka akan merupakan kredit yang bertujuan untuk membeli barang 

atau benda tersebut. 

4. Asas – Asas Perjanjian Kredit 

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas penting yang 

menjadi dasar dalam pelaksanaan perjanjian. Sama halnya dalam 

perjanjian kredit, asas-asas ini merupakan pedoman dan dasar 

kehendak masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya. Terdapat 5 

asas dalam membuat perjanjian, yaitu:30 

a. Asas Pacta Sunt Servada 

Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata, menyatakan bahwa 

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – 

undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa mereka 

belah pihak wajib mentaati dan melaksaakan perjanjian yang telah 

disepakati sebagaimana mentaati undang – undang. Oleh karena 

itu, akibat dari asas pacta sunt servada adalah perjanjian tidak 

dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini 

disebutkan dalam pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata yaitu suatu 

perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat dua 

belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang – undang 

dinyatakan cukup untuk itu. 

 

  

                                                           
30 Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia 

Modern. Bandung: PT Refika Aditama. 2004. Hlm.99 
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b. Asasl Konsensualisme 

Asasl konsensualismel mempunyail artil yangl terpenting,l yaitul 

bahwal untukl melahirkanl perjanjianl adalahl cukupl denganl dicapainyal 

suatusyarat-syaratl yangl telahl ditentukanl dalaml Pasall 1320l 

KUHPerdatal danl bahwal perjanjianl tersebutl telahl dilahirkanl padal saatl 

telahl tercapainyal suatul kesepakatanl antaral paral pihakl yangl terlibatl 

dalaml perjanjianl tersebut.l Denganl begitu,l suatul perjanjianl telahl sahl 

ketikal syarat-syaratl yangl adal dalamPasall 1320l KUHPerdatal tersebutl 

telahl dipenuhil danl lahirl ketikal paral pihakl telahl mengucapkanl katal 

sepakat. 

c. Asasl Itikadl Baik 

Dalaml KUHPerdatal padal Pasall 1338l ayatl (3)l menyatakanl 

bahwa:l “perjanjianl itul harusl dilakukanl denganl itikadl baik”.l Denganl 

katal lain,l setiapl orangl ataul badanl hukuml (subyekl hukum)l yangl inginl 

mengadakanl perjanjianl harusl mempunyail itikatbaik.l Itikadl baikl disinil 

merupakanl suatul bentukl perlindunganl untukl memberikanl 

perlindunganl hukuml bagil salahl satul pihakl yangl mempunyail itikadl 

baikl dalaml perjanjianl baikl dalaml waktul pembuatanl perjanjianl 

maupunl padal waktul pelaksanaanl perjanjian. 

d. Asasl Kepribadian 

Asasl inil berhubunganl denganl subyekl yangl terikatl dalaml suatul 

perjanjian.l Asasl kepribadianl dalaml KUHPerdatal diaturl dalaml pasall 

1340l ayatl (1)l yangl menyatakanl bahwal suatul perjanjianl hanyal berlakul 
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antaral pihakl yangl membuatnya.l Pernyataanl inil mengandungl artil 

bahwal perjanjianl yangl dibuatl olehl paral pihakl hanyal berlakul bagil 

merekal yangl membuatnya.l Ketentuanl mengenail hall inil adal 

pengecualiannya,l sebagaimanal yangl diaturl dalaml pasall 1337l 

KUHPerdatal yaitu,l dapatl pulal perjanjial diadakanl untukl kepentinganl 

pihakl ketiga,l bilal suatul perjanjianl dibuatl untukl diril sendiri,l ataul suatul 

pemberianl kepadal orangl lain,l mengandungl suatul syaratl semacaml itu. 

e. Asasl Kebebasanl Berkontrak 

Hall inil menjelaskanl bahwa,l setiapl subyekl hukuml mempunyail 

kebebasanl dalaml mengadakanl suatul bentukl perjanjianl apal sajal 

maupunl perjanjianl yangl telahl diaturl dalaml undangl –l undang.l 

Perbuatanl inil mengasumsikanl bahwal adanyal suatul kebebasanl tertentul 

dil dalaml masyarakatl untukl dapatl turutl sertal dil dalaml lalul lintasl yuridis.l 

Denganl katal lain,l kebebasanl berkontrakl adalahl begitul esensial,l 

baikbagil individul untukl mengembangkanl diril dil dalaml kehidupanl 

pribadil danl didalaml lalulintasl kemasyarakatanl sertal untukl 

mengindahkanl kepentingan-kepentinganl hartal kekayaannya,l 

maupunl bagil masyarakatnyal sebagail suatul kesatuan,l sehinggal hal-hall 

tersebutl olehl beberapal penelitil dianggapl sebagail suatul hakl dasar. 

B. Tinjauanl tentangl Lelangl Eksekusi 

1. Pengertianl Lelang 

Istilahl lelangl dalaml dalaml bahasal latinl adalahl auctionl yangl berartil 

peningkatanl secaral bertahap.l Pengertianl lelangl menurutl Saliml HSl yaknil 
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lelangl ataul penjualanl dimukal umuml adalahl suatul penjualanl barangl yangl 

dilakukanl didepanl khalayakl ramail dimanal hargal barang-barangl yangl 

ditawarkanl kepadal pembelil setiapl saatl semakinl meningkat.31 

Sedangkanl dalaml Pasall 1l Vendul Reglementl (VR)l yangl merupakanl 

aturanl pokokl lelangl yangl dibawal olehl Belandal menyebutkan:l  

“penjualanl umuml (lelang)l adalahl penjualanl barang-l barangl yangl 

dilakukanl kepadal umuml denganl penawaranl hargal yangl meningkatl ataul 

denganl pemasukanl hargal dalaml sampull tertutup,l ataul kepadal orang-orangl 

yangl diundangl ataul sebelumnyal diberitahul mengenail pelelanganl ataul 

penjualanl itu,l ataul diizinkanl untukl ikut-serta,l danl diberil kesempatanl untukl 

menawarl harga,l menyetujuil hargal yangl ditawarkanl ataul memasukkanl 

hargal dalaml sampull tertutup”.l  

Pengertianl lelangl yangl terkandungl dalaml Peraturanl Menteril 

Keuanganl Nomorl 27/PMK.06/2016l tentangl Petunjukl Pelaksanaanl 

Lelangl dalaml Pasall 1l Ayatl (1),l Lelangl adalahl penjualanl barangl yangl 

terbukal untukl umuml denganl penawaranl hargal secaral tertulisl ataul lisanl 

yangl semakinl meningkatl ataul menurunl untukl mencapail hargal tertinggi,l 

yangl didahuluil denganl pengumumanl lelang. 

Menurutl timl Penyusunl Rancanganl Undang-Undangl Lelangl 

Direktoratl Jendrall Piutangl danl Lelangl Negaral danl Birol Hukuml Sekretariatl 

Jendrall Departemenl Keuangan,l pengertianl lelangl adalahl caral penjualanl 

barangl yangl terbukal untukl umuml denganl penawaranl secaral kompetisil 

yangl didahuluil denganl pengumumanl lelangl danl ataul upayal 

mengumpulkanl peminat.32 

                                                           
31

l Saliml HS.l Perkembanganl Hukuml Jaminanl dil Indonesia.l Jakarta:l Rajawalil Pers.l 2011.l 

Hlm.239. 
32

l Purnamal T.l Sianturi.l Perlindunganl Hukuml Terhadapl Pembelil BarangJaminanl Tidakl 

Bergerakl Melaluil Lelang.l Bandung:l Mandarl Maju.l 2008.l Hlm.53 
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Daril masing-masingl penjelasanl lelangl diatasl dapatl disimpulkanl 

bahwal lelangl adalahl sebuahl systeml penjualanl yangl dilakukanl dimukal 

umuml danl dihadapanl pejabatl lelangl yangl didahuluil denganl sebuahl 

pengumumanl lelangl dimanal denganl penawaranl hargal tertulisl denganl 

dihadiril pesertal lelangl ataul tidakl ataul lisanl secaral meningkatl ataul menurunl 

untukl mencapail hargal yangl diinginkan. 

2. Pengertianl Lelangl Eksekusil Obyekl Tanggungan 

Dalaml kamusl hukum,l eksekusil adalahl pelaksanaanl putusanl 

pengadilan,l pelaksanaanl putusanl hakiml ataul pelaksanaanl hukumanl badanl 

peradilan,l penyitaan,l danl penjualanl barangl seseorangl ataul lainnyal karenal 

berhutang.l l Sedangkanl Sarwonol menjelaskanl bahwal eksekusil adalahl 

pelaksanaanl putusanl hakiml baikl keputusanl yangl telahl mempunyail 

kekuatanl hukuml tetapl maupunl yangl beluml mempunyail kekuatanl hukuml 

tetap.33 

Eksekusil objekl hakl tanggunganl yangl dilakukanl olehl krediturl 

merupakanl salahl satul caral memperolehl kembalil piutangnyal apabilal 

debiturl wanprestasi,l dimanal wanprestasil yangl dimaksudl adalahl 

bahwasanyal debiturl tidakl menjalankanl kewajibannyal untukl melakukanl 

pembayaranl utangnyal sebagaimanal yangl dil sepakatil dalaml perjanjian.34
l 

                                                           
33

l Sarwono.l Hukuml Acaral Perdata.l Jakarta:l Sinarl Grafika.l 2011).l Hlm.316. 
34

l Ngadenan.l “Eksekusil Hakl Tanggunganl Sebagail Konsekuensil Jaminanl Kreditl Untukl 

Perlindunganl Hukuml Bagil Kepentinganl Krediturl Dil Mungkid”.l Jurnall Lawl Reform.l Voll 5,l No.1,l 

Th.2010.l l Hlm.133 
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Eksekusil Hakl Tanggunganl dapatl ditemukanl landasanl hukumnyal dalaml 

ketentuanl pasall 20l UUHTl yangl menyatakanl apabilal debiturl cideral janji:35 

a. Hakl pemegangl hakl tanggunganl pertamal untukl menjuall objekl hakl 

tanggunganl sebagaimanal dimaksudl dalaml Pasall 6l UUHT.l  

b. Titell eksekutoriall yangl terdapatl dalaml Sertifikatl Hakl Tanggunganl 

(SHT)l sebagaimanal dimaksudl dalaml Pasall 14l ayatl (2)l UUHT,l objekl 

hakl tanggunganl dijuall melaluil pelelanganl umuml menurutl tatal caral 

yangl ditentukanl dalaml peraturanl perundang-undanganl untukl 

pelunasanl piutangl pemegangl hakl tanggunganl denganl hakl mendahuluil 

daril padal kreditur-krediturl lainnya.l  

c. Atasl kesepakatanl pemberil danl pemegangl hakl tanggungan,l penjualanl 

objekl hakl tanggunganl dapatl dilaksanakanl dil bawahl tanganl jikal denganl 

demikian,l akanl dapatl diperolehl hargal tertinggil yangl menguntungkanl 

semual pihak.l  

d. Pelaksanaanl penjualanl sebagaimanal dimaksudl padal Pasall 14l ayatl (2)l 

UUHTl hanyal dapatl dilakukanl setelahl lewatl waktul 1l (satu)l bulanl sejakl 

diberitahukanl secaral tertulisl olehl pemberil dan/ataul pemegangl hakl 

tanggunganl kepadal pihak-pihakl yangl berkepentinganl danl 

diumumkanl sedikit-dikitnyal dalaml 2l (dua)l suratl kabarl yangl beredarl dil 

daerahl yangl bersangkutanl ataul medial massal setempat,l sertal tidakl adal 

pihakl yangl menyatakanl keberatan.l  

                                                           
35

l Kartinil Muljadil danl Gunawanl Widjaja.l Hakl Tanggungan.l Jakarta:l Kencana.l Hlm.l 247. 



30 
 

e. Setiapl janjil untukl melaksanakanl eksekusil hakl tanggunganl denganl 

caral yangl bertentanganl denganl ketentuanl padal Pasall 14l ayatl (1),l ayatl 

(2),l danl ayatl (3)l UUHTl batall demil hukum. 

3. Dasarl Hukuml Lelang 

Bertitikl tolakl daril ketentuanl Pasall 200l ayatl (1)l HIR,l Pasall 216l 

RBGl yangl memerintahkanl penjualanl lelangl dilakukanl denganl perantaral 

kantorl lelang,l berartil sumberl hukuml yangl menjadil pedomanl 

pelaksanaannya,l tidakl sematal matal merujukl padal HIRl danl RBGl saja.36
l 

Secaral garisl besarl aturanl mengenail pelaksanaanl lelangl dapatl dibedakanl 

menjadil dual macaml antaral lain:l  

a. Ketentuanl Umuml  

1) Peraturanl Lelangl (Vendul Reglement).l  

2) Intruksil Lelangl (Vendul Instructie).l  

3) Peraturanl pemungutanl beal lelangl untukl pelelanganl danl penjualanl 

umuml (Stbl.l 1949l No.l 390).l  

b. Ketentuanl Operasionall  

1) Kitabl Undang-undangl Hukuml Perdata.l  

2) Kitabl Undang-undangl Hukuml Acaral Perdata.l  

3) Peraturanl Menteril Keuanganl Nomorl 158/PMK.06/2013l tentangl 

Pejabatl Lelangl Kelasl Il  

4) Peraturanl Menteril Keuanganl Nomorl 159/PMK.06/2013l tentangl 

Pejabatl Lelangl Kelasl IIl  

                                                           
36

l M.l Yahyal Harahap.l Ruangl Lingkupl Permasalahanl Eksekusil Bidangl Perdata.l Jakarta:l Sinarl 

Grafika.l 2005.l Hlm.113. 
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5) Peraturanl Menteril Keuanganl Nomorl 160/PMK.06/2013l tentangl 

Balail Lelang. 

6) Peraturanl Menteril Keuanganl Nomorl 27/PMK.06/2016l tentangl 

Petunjukl Pelaksanaanl Lelang.l  

7) Peraturanl Menteril Keuanganl Nomorl 90/PMK.06/2016l tentangl 

Pedomanl Pelaksanaanl Pelaksanaanl Lelangl Denganl Penawaranl 

Secaral Tertulisl Tanpal Kehadiranl Pesertal Lelangl Melaluil Internet.l  

8) Peraturanl Direkturl Jendrall Kekayaanl Negaral Nomorl 2/KN/2017l 

tentangl Petunjukl Teknisl Pelaksanaanl Lelang.l  

9) Peraturanl Pemerintahl Nomorl 3l Tahunl 2018l tentangl Jenisl danl tariffl 

ataul jenisl penerimaanl Negaral bukanl pajakl yangl berlakul padal 

kementrianl keuangan. 

4. Jenisl –l Jenisl Lelang 

Jenisl lelangl berbedal satul samal lainl sesuail denganl kategorinya,l 

namunl secaral garisl besar,l jenisl lelangl dapatl dikelompokkanl sebagail 

berikut: 

a. Lelangl Eksekusi 

Yaitul lelangl untukl melaksanakanl putusanl ataul penetapanl 

pengadilan,l dokumen-dokumenl lainl yangl dipersamakanl denganl 

putusanl pengadilan,l sepertil hipotek,l hakl tanggungan,l ataul jaminanl 

fidusia37.l Terdapatl 7l lelangl dalaml lelangl eksekusi,l yaitul Lelangl 

Eksekusil Panitial Urusanl Piutangl Negaral (PUPN);l Lelangl Eksekusil 

                                                           
37

l M.l Yahyal Harahap.l Ruangl Lingkupl Permasalahanl Eksekusil Bidangl Perdata.l Jakarta:l Sinarl 

Grafika.l 2005.l Hlm.116 
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Pengadilanl Negeri;l Lelangl Eksekusil Pajakl (Pajakl Pemerintahl 

Pusat/Daerah);l Lelangl Eksekusil Hartal Pailit;l Lelangl Eksekusil Barangl 

temuan,l sitaan,l danl rampasanl kejaksaan/penyidik;l Lelangl Eksekusil 

Jaminanl Fidusia;l danl Lelangl Eksekusil Barangl Direktoratl Jenderall Beal 

danl Cukai. 

b. Lelangl Non-Eksekusil Wajib 

Yaitul lelangl barangl inventarisl instansil pemerintahl 

pusat/daerahl dalaml rangkal penghapusanl barangl milik/dikuasail 

negaral yangl dilaksanakanl atasl permintaanl pihakl yangl menguasail ataul 

memilikil suatul barangl yangl berdasarkanl peraturanl perundang-l 

undanganl harusl dijuall secaral lelang.l Barangl yangl dimilikil negaral 

adalahl barangl yangl pengadaannyal bersumberl daril danal yangl berasall 

daril APBN,l APBD,l sertal sumber-sumberl lainnyal ataul barangl yangl 

nyata-nyatal dimilikil negaral berdasarkanl peraturanl perundang-

undanganl yangl berlaku.38 

c. Lelangl Non-Eksekusil Sukarela 

Lelangl noneksekusil sukarelal adalahl lelangl atasl barangl milikl 

swasta,l peroranganl ataul badanl hukuml badanl usahal yangl dilelangl 

secaral sukarela. 

                                                           
38

l Marihotl Pahalal Siahaan.l Hukuml Pajakl Formal.l Yogyakarta:l Grahal Ilmu.l 2010.l Hlm.61 
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5. Asasl Dasarl Lelang 

Dalaml peraturanl perundang-undanganl dil bidangl lelangl dapatl 

ditemukanl adanyal beberapal asasl lelangl yaitu:39 

a. Asasl Keterbukaan 

Asasl keterbukaanl menghendakil agarl seluruhl lapisanl 

masyarakatl mengetahuil adayal rencanal lelangl danl mempunyail 

kesempatanl yangl samal untukl mengikutil lelangl sepanjangl tidakl 

dilarangl olehl undangl –l undang.l Olehl karenal itu,l setiapl pelaksanaanl 

lelangl harusl didahuluil denganl pengumumanl lelang.l Asasl inil jugal 

untukl mencegahl terjadil praktikl persainganl usahal tidakl sehat,l danl tidakl 

memberikanl kesempatanl adanyal praktikl korupsi,l kolusi,l danl 

nepotismel (KKN);l  

b. Asasl Keadilanl  

Asasl keadilanl mengandungl pengertianl bahwal dalaml prosesl 

pelaksanaanl lelangl harusl dapatl memenuhil rasal keadilanl secaral 

proposionall bagil setiapl pihakl yangl berkepentingan.l Asasl inil untukl 

mencegahl terjadinyal keberpihakanl Pejabatl Lelangl kepadal pesertal 

lelangl tertentul ataul berpihakl hanyal padal kepentinganl penjual.l Khususl 

padal pelaksanaanl lelangl eksekusil penjuall tidakl bolehl menentukanl 

nilail limitl secaral sewenang-wenangl yangl berakibatl merugikanl pihakl 

tereksekusi;l  

c. Asasl Kepastianl Hukuml  

                                                           
39

l FXl Ngadijarno,l Nunungl Ekol Laksito,l danl Istil Indril Listani.l Lelang,l Teoril danl Praktek.l 

Jakarta:l Badanl Pendidikanl danl Pelatihanl Keuanganl Departemenl Keuangan.l 2009.l Hlm.24 
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Asasl kepastianl hukuml menghendakil agarl lelangl yangl telahl 

dilaksanakanl menjaminl adanyal perlindunganl hukuml bagil pihak-

pihakl yangl berkepentinganl dalaml pelaksanaanl lelang.l Setiapl 

pelaksanaanl lelangl dibuatl Risalahl Lelangl olehl Pejabatl Lelangl yangl 

merupakanl aktel otentik.l Risalahl Lelangl digunakanl penjual/pemilikl 

barang,l pembelil danl Pejabatl Lelangl untukl mempertahankanl danl 

melaksanakanl hakl danl kewajibannya;l  

d. Asasl Efisiensil  

Asasl efesiensil akanl menjaminl pelaksanaanl lelangl dilakukanl 

denganl cepatl danl denganl biayal yangl relatifl murahl karenal lelangl 

dilakukanl padal tempatl danl waktul yangl telahl ditentukanl danl pembelil 

disahkanl padal saatl itul juga;l  

e. Asasl Akuntabilitas 

Asasl akuntabilitasl menghendakil agarl lelangl yangl 

dilaksanakanl olehl Pejabatl Lelangl dapatl dipertanggungjawabkanl 

kepadal semual pihakl yangl berkepentingan.l Pertanggungjawabanl 

Pejabatl Lelangl meliputil administrasil lelangl danl pengelolaanl uangl 

lelang. 

6. Pejabatl Lelangl Kelasl 1 

Pejabatl Lelangl adalahl jabatanl fungsionall selakul pejabatl umuml 

yangl melayanil masyarakatl untukl melaksanakanl lelangl dalaml setiapl 

pelelangan,l danl pejabatl lelangl berfungsil sebagail penelitil dokumenl 

persyaratanl lelang,l pemberil informasil lelang,l pemimpinl lelang,l Hakim,l 
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Pejabatl Umum,l danl Bendaharawan.l Denganl demikianl Pejabatl Lelangl 

tidakl hanyal menyaksikanl lelangl tetapil justrul menyelenggarakanl 

penjualanl itul sendiril danl jugal membuatl aktal otentik.l Risalahl Lelangl 

merupakanl produkl hukuml yangl merupakanl produkl hukuml Pejabatl Lelangl 

statusnyal samal denganl aktal otentik,l karenal memenuhil syarat-syaratl 

sebagail suatul aktal otentikl sepertil yangl diaturl dalaml Pasall 1868l 

KUHPerdatal yaitul : 

1. Dibuatl olehl Pejabatl Umuml yangl diangkatl olehl Pemerintah. 

Pejabatl Lelangl adalahl Pejabatl Umuml yangl diangkatl olehl Menteril 

Keuangan. 

2. Bentukl aktanyal telahl ditentukanl dalaml Undang-Undang.l  

Risalahl Lelangl bentuknyal telahl ditentukanl dalaml Vendul 

Reglementl (Undang-Undangl Lelang)l yaitul dalaml Pasall 37,38,39. 

3. Setiapl Pejabatl Lelangl mempunyail wilayahl kerjal tertentu. 

Pengertianl Pejabatl lelangl menurutl Peraturanl Menteril Keuanganl 

Nomorl :l 40/PMK.07/2006l tentangl Petunjukl Pelaksanaanl Lelangl yaitul 

orangl yangl khususl diberil wewenangl olehl Menteril Keuanganl 

melaksanakanl penjualanl barangl secaral lelang.l Danl berdasarkanl Pasall 5l 

Peraturanl Menteril Keuanganl tersebutl diatas,l Pejabatl Lelangl terdiril dari40: 

a. Pejabatl Lelangl Kelasl I.l  

Berkedudukanl dil KP2LNl danl berwenangl melaksanakanl lelangl 

untukl semual jenisl lelang. 

                                                           
40

l Diahl Sulistyanil Ratnal Sediati,l “Perananl Pejabatl Lelanl Kelasl IIl dalaml Pelaksanaanl Lelanl dil 

Indonesia”,l MMH,l No.l 2,l Tahunl 2010,l hlm.2 
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b. Pejabatl Lelangl Kelasl II. 

Berkedudukanl dil Kantorl Pejabatl Lelangl Kelasl IIl danl hanyal 

berwenangl melaksanakanl lelangl berdasarkanl permintaanl Balail 

Lelangl atasal jenisl Lelangl Nonl Eksekusil Sukarela,l lelangl asetl 

BUMN/Dl berbentukl Persero,l danl lelangl asetl milikl Bankl dalaml 

likuidasil berdasarkanl Peraturanl Pemerintahl Nomorl 25l Tahunl 

1999. 

7. Kantorl Pelayananl Kekayaanl Negaral danl Lelangl (KPKNL)l  

Kantorl Pelayananl Kekayaanl Negaral danl Lelangl (KPKNL)l adalahl 

instansil vertikall Direktoratl Jendrall Kekayaanl Negaral yangl beradal dil 

bawahl danl bertanggungjawabl langsungl kepadal Kepalal Kantorl Wilayahl 

Direktoratl Jendrall Kekayaanl Negara,l sedangkanl Kantorl Wilayahl sendiril 

bertanggungl jawabl langsungl kepadal Direkturl Jendrall Kekayaanl Negaral 

(DJKN)l yangl bernaungl dibawahl Kementerianl Keuanganl yangl 

ketentuannyal diaturl dalaml Peraturanl Menteril Keuanganl No.l 

170/PMK.01/2012l tentangl Organisasil Danl Tatal Kerjal Instansil Vertikall 

Direktoratl Jendrall Kekayaanl Negara.l KPKNLl mempunyail tugasl 

melaksanakanl pelayananl dibidangl kekayaanl negara,l penilaian,l piutangl 

negaral danl lelang.l KPKNLl Kotal Semarangl beralamatl dil Gedungl 

Keuanganl Negaral Semarangl II,l Lantail 3,l Jl.l Imaml Bonjoll No.1D,l Jawal 

Tengah.l  
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KPKNLl mempunyail fungsil sesual l denganl pasall 31l PMKl No.l 

170/PMK.01/2012l tentangl Organisasil Danl Tatal Kerjal Instansil Vertikall 

Direktoratl Jendrall Kekayaanl Negaral adalah41
l :l  

1. Inventarisasi,l pengadministrasian,l pendayagunaan,pengamananl 

kekayaanl negara;l  

2. Registrasi,l verifikasil danl analisal pertimbanganl permohonanl 

pengalihanl sertal penghapusanl kekayaanl negara;. 

3. Registrasil penerimaanl berkas,l penetapan,l penagihan,l pengelolaanl 

barangl jaminan,l eksekusi,l pemeriksaanl hartal kekayaannmilikl 

penanggungl hutang/penjaminl hutang;l  

4. Penyiapanl bahanl pertimbanganl atasl permohonanl keringananl 

jangkal waktul dan/ataul jumlahl hutang,l usull pencegahanl danl 

penyanderaanl penanggungl hutangl dan/ataul penjaminl hutangl sertal 

penyiapanl datal usull penghapusanl piutangl negara;l  

5. Pelaksanaanl pelayananl penilaian;l  

6. Pelaksanaanl pelayananl lelang;l  

7. Penyajianl informasil dil bidangl kekayaanl negara,l penilaian,l piutangl 

negaral danl lelang;l  

8. Pelaksanaanl penetapanl danl penagihanl piutangl negaral sertal 

pemeriksaanl kemampuanl penanggungl hutangl ataul penjaminl 

hutangl danl eksekusil barangl jaminan;l  

                                                           
41

l Andil Riyanto*,l Retnol Saraswati,l Ratnal Herawati.l “Tugasl Danl Fungsil Kantorl Pelayananl 

Kekayaanl Negaral Danl Lelangl (Kpknl)l Kotal Semarangl Dalaml Pelaksanaanl Lelang”.l Diponegorol Lawl 

Review.l Vol.5,l Nomerl 2,l Tahunl 2016,l Hlm.l 4&5 
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9. Pelaksanaanl pemeriksaanl barangl jaminanl milikl penanggungl 

hutangl ataul penjaminl hutangl sertal hartal kekayaanl lain;l  

10. Pelaksanaanl bimbinganl kepadal Pejabatl Lelang;l  

11. Inventarisasi,l pengamanan,l danl pendayagunaanl barangl jaminan;l  

12. Pelaksanaanl pemberianl pertimbanganl danl bantuanl hukuml 

pengurusanl piutangl negaral danl lelang;l  

13. Verifikasil danl pembukuanl penerimaanl l pembayaranl l piutangl 

negaral danl hasill lelang;l danl  

14. Pelaksanaanl administrasil KPl  

C. Tinjauanl tentangl Hakl Tanggungan 

1. Pengertianl Hakl Tanggungan 

Pembebananl hakl atasl tanahl sebagail jaminanl hutangl sebeluml 

adanyal lembagal hakl tanggunganl makal dipergunakanl kelembagaanl 

jaminanl hipotik,l karenal padal waktul itul hakl atasl tanahl merupakanl objekl 

hukuml dalaml jaminanl hipotik.l Namunl sesudahl berlakunyal UUHT,l 

pembebananl hakl tasl tanahl sebagail jaminanl hutangl tidakl lagil 

menggunakanl jaminanl hipotik,l melainkanl menggunakanl jaminanl hakl 

tanggungan.42 

Hakl tanggunganl menurutl C.S.Tl Kansill hakl tanggunganl adalahl 

jaminanl atasl tanahl untukl pelunasanl utangl tertentu,l yangl memberikanl 

kedudukanl diutamakanl kepadal krediturl tertentul terhadapl kreditur-

krediturl lain.l Dalaml artil bahwal jikal debiturl cideral janji,l krediturl pemegangl 
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l Rachmadil Usman.l Hukuml Kebendaan.l Jakarta:l Sinarl Grafika.l 2011.l Hlm.305 
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hakl tanggunganl berhakl menjuall objekl jaminanl hakl tanggunganl melaluil 

pelelanganl berdasarkanl ketentuanl peraturanl perundang-undanganl yangl 

bersangkutan,l denganl hakl mendahuluil daril kreditur-krediturl yangl lain.43 

Pengertianl hakl tanggunganl sesuail denganl Pasall 1l Angkal 1l UUHT,l 

yaitu:l Hakl Tanggunganl adalahl hakl jaminanl yangl dibebankanl padal hakl 

atasl tanahl sebagaimanal dimaksudl dalaml Undangl –l Undangl Nomorl 5l 

Tahunl 1960l tentangl Peraturanl Dasarl Pokok-Pokokl Agraria,l berikutl ataul 

tidakl berikutl benda-bendal lainl yangl merupakanl satul kesatuanl denganl 

tanahl itu,l untukl pelunasanl utangl tertentul terhadapl kreditor-kreditorl lain. 

Denganl katal lainl Hakl Tanggunganl adalahl hakl jaminanl atasl tanahl 

untukl pelunasanl utangl tertentu,l yangl memberikanl kedudukanl diutamakanl 

kepadal kreditorl tertentul terhadapl kreditorl lain,l denganl objekl jaminannyal 

berupal hak-hakl atasl tanahl yangl diaturl dalaml UUPA44.l  

Daril penjelasanl pengertianl hakl tanggunganl diatas,l dapatl ditarikl 

unsurl pokokl daril hakl tanggungan,l sebagail berikut.45 

a. Hakl tanggunganl adalahl hakl jaminanl untukl pelunasanl utangl 

tertentu.l  

b. Objekl hakl tanggunganl adalahl hakl atasl tanahl sesuail yangl 

termuatl dalaml UUPA.l  

c. Hakl tanggunganl dapatl dibebankanl berikutl denganl benda-

bendal yangl adal diatasnya. 

                                                           
43

l C.S.T l Kansil.l Pokok-Pokokl Hukuml Hakl Tanggunganl Atasl Tanah.l Jakarta:l Pustakal Sinarl 

Harapan.l Hlm.7 
44

l Suardi.l Hukuml Agraria.l Jakarta:l Badanl Penerbitl IBLAM.l 2005.l Hlm.163 
45

l Supriadi.l Hukuml Agraria.l Jakarta:l Sinarl Grafika.l 2008.l Hlm.173. 
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d. Utangl yangl dijaminl adalahl suatul utangl tertentu. 

2. Subyekl danl Obyekl Hakl Tanggungan 

Subjekl hakl tanggunganl dapatl dilihatl padal ketentuanl Pasall 8l danl 

Pasall 9l UUHT,l yaitul menurutl Pasall 8l Ayatl (1)l UUHTl “Pemberil Hakl 

Tanggunganl adalahl orangl peroranganl ataul badanl hukuml yangl 

mempunyail kewenanganl untukl melakukanl perbuatanl hukuml terhadapl 

obyekl Hakl Tanggunganl yangl bersangkutan.”l Padal Pasall 9l UUHTl 

menyebutkanl bahwa:l “Pemegangl Hakl Tanggunganl adalahl orangl 

peroranganl ataul badanl hukuml yangl berkedudukanl sebagail pihakl yangl 

berpiutang.”l Sehinggal dapatl disimpulkanl bahwal subjekl hakl tanggunganl 

merupakanl pemberil danl pemegangl hakl tanggunganl yaitul paral pihakl yangl 

mempunyail kepentinganl berkaitanl denganl perjanjianl utangl piutangl yangl 

dijaminl pelunasanya. 

Objekl hakl tanggunganl terdapatl padal Pasall 4l ayatl (1)l UUHTl yaitul 

hakl atasl tanahl yangl dapatl dibebanil hakl tanggunganl adalahl Hakl Milik,l Hakl 

Gunal Usaha,l danl Hakl Pakail Atasl Tanahl Negara.l Hak-hakl tersebutl 

menurutl ketentuanl yangl berlakul wajibl didaftarkanl danl menurutl sifatnyal 

dapatl dipindahl tangankan.l Selainl hak-hakl atasl tanahl tersebutl dalaml Pasall 

4l ayatl (2)l yangl dapatl jugal dibebanil hakl tanggunganl jugal berikutl hakl pakail 

atasl tanahl negaral yangl menurutl ketentuanl yangl berlakul wajibl dil daftarl danl 

menurutl sifatnyal dapatl dipindahl tangankan.l  

Pasall 4l ayatl 4l UUHTl menyatakanl bahwal hakl tanggunganl dapatl 

jugal dibebankanl padal hakl atasl tanahl berikutl bangunan,l tanaman,l danl hasill 
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karyal yangl telahl adal ataul akanl adal yangl merupakanl satul kesatuanl denganl 

tanahl tersebut,l danl yangl merupakanl milikl pemegangl hakl atasl tanahl yangl 

pembebanannyal dinyatakanl secaral tegasl dalaml Aktal Pembebananl Hakl 

Tanggunganl yangl bersangkutan.l  

Suatul objekl hakl tanggunganl dapatl dibebanil lebihl daril satul hakl 

tanggunganl gunal menjaminl pelunasanl lebihl daril satul hutangl danl 

peringkatnyal masing-masingl hakl tanggunganl tersebutl ditentukanl sesuail 

denganl tanggall pendaftarannyal padal kantorl pertanahan.l Dalaml hall 

apabilal didaftarkanl denganl tanggall yangl samal makal melihatl padal Aktal 

Pembebananl Hakl Tanggungan,l danl apabilal suatul objekl hakl tanggunganl 

dapatl dibebanil lebihl daril satul hakl tanggunganl sehinggal terdapatl 

pemegangl hakl tanggunganl peringkatl pertama,l peringkatl kedua,l danl 

peringkatl seterusnya.46 

Objekl hakl tanggunganl meliputil hakl atasl tanah,l namunl tidakl semual 

hakl atasl tanahl dapatl menjadil jaminanl utangl denganl dibebanil hakl 

tanggungan,l hanyal hakl atasl tanahl ataul bendal yangl memenuhil persyaratanl 

dibawahl ini:47 

a. Hakl atasl tanahl yangl hendakl dijaminkanl utangl harusl bernilail 

ekonomis. 

b. Hakl atasl tanahl tersebutl harusl didaftarkanl sesuail peraturanl 

perundangundanganl yangl berlaku.l  

                                                           
46

l M.l Bahsan.l Hukuml Jaminanl danl Jaminanl kreditl Perbankanl Indonesia.l Jakarta:l PT.l Rajal 

Grafindol Persada.l 2010.l Hlm.l 28. 
47

l Rachmadil Usman.l Hukuml Jaminanl Keperdataan.l Jakarta:l Sinarl Grafika.l 2008.l Hlm.351. 
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c. Hakl atasl tanahl tersebutl sifatnyal harusl dapatl dipindahl tangankan,l agarl 

apabilal diperlukanl dapatl segeral direalisasikanl untukl pelunasanl utang. 

3. Sifatl Hakl Tanggungan 

Menurutl Devital Purnamasari,l sebagail jaminanl pemenuhanl 

kewajibanl debiturl kepadal bank,l Hakl Tanggunganl punyal ciril danl sifatl 

khususl yaitu:48
l  

a. Hakl Tanggunganl bersifatl memberikanl Hakl Preferencel (droitl del 

preference)l ataul kedudukanl yangl diutamakanl kepadal krediturl tertentul 

daripadal krediturl lainnya.l  

b. Hakl Tanggunganl mengikutil tempatl bendal beradal (droitl thel suite).l  

c. Hakl Tanggunganl tidakl dapatl dibagi-bagi,l kecualil telahl diperjanjikanl 

sebelumnya.l  

d. Hakl Tanggunganl dapatl digunakanl untukl meminjaml utangl yangl sudahl 

adal ataul yangl akanl ada.l  

e. Hakl Tanggunganl memilikil kekuatanl eksekutoriall  

f. Hakl Tanggunganl memilikil sifatl spesialitasl danl publisitas. 

4. Prosesl Pembebananl Hakl Tanggungan 

Hakl Tanggunganl mendapatl pengaturanl dalaml Undangl –l Undangl l 

Nomorl 4l Tahunl 1996l tentangl Hakl Tanggunganl Atasl Tanahl Besertal 

Benda-Bendal yangl Berkaitanl denganl Tanah.l Hakl Tanggunganl yangl 

diaturl dalaml l UUHTl padal dasarnyal adalahl Hakl Tanggunganl yangl 

dibebankanl padal hakl l atasl l tanah.l Namunl kenyataannyal seringl terdapatl 
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l Purnamasari.l Kiat-Kiatl Cerdasl Mudahl danl Bijakl Memahamil MasalahHukuml Jaminanl 

Perbankan.l Bandung:l Penerbitl Kaifa.l 2014.l Hlm.41 
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adanyal benda-bendal berupal bangunan,l tanamanl danl hasill karya,l yangl 

secaral tetapl merupakanl kesatuanl denganl tanahl yangl dijadikanl jaminanl 

tersebut. 

Pembebananl Hakl Tanggunganl terdiril daril dual tahap,l yaitul 

Pemberianl Hakl Tanggunganl danl Pendaftaranl Hakl Tanggungan.l Tatal caral 

pembebanannyal wajibl memenuhil syaratl yangl ditetapkanl dalaml Pasall 10l 

ayatl (1);l Pasall 11l ayatl (1);l Pasall 12;l Pasall 13l danl Pasall 14l UUHT.l Syaratl 

sahnyal pembebananl Hakl Tanggunganl yaitu: 

a. Pemberianl Hakl Tanggunganl dilakukanl denganl pembuatanl APHTl 

olehl Pejabatl Pembuatl Aktal Tanah(PPAT)l sesuail denganl peraturanl 

Peraturanl Perundang-undanganl yangl berlakul (Pasall 10l ayatl (2)l 

UUHT);l  

b. Pemberianl Hakl Tanggunganl wajibl memenuhil syaratl spesialitas.l 

Untukl memenuhil asasl spesialitasl daril Hakl Tanggungan,l baikl itul 

mengenail subyek,l obyekl maupunl utangl yangl dijamin,l makal menurutl 

ketentuanl dalaml Pasall 11l ayatl (1)l UUHT,l dil dalaml APHTl wajibl 

dicantumkanl hal-hall dil bawahl ini:49 

1) Namal danl identitasl pemegangl danl pemberil hakl tanggungan;l  

2) Domisilil paral pihak,l pemegangl danl pemberil hakl tanggungan;l  

3) Penunjukkanl secaral jelasl hutangl ataul hutang-hutangl yangl dijaminl 

pelunasannyal denganl hakl tanggungan;l  

4) Nilail Tanggungan;l  
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l Purwahidl Patrikl danl Kashadi.l Hukuml Jaminanl Edisil Revisl Denganl UUHT.l Bandung:l 

Remajal Rosdal Karya.l 2008.l Hlm.66-68 
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5) Uraianl yangl jelasl mengenail objekl hakl tanggungan. 

c. Pemberianl Hakl Tanggunganl wajibl memenuhil syaratl publisitasl 

(supayal diketahuil olehl siapal saja)l melaluil pendaftaranl hakl 

tanggunganl padal Kantorl Pertanahanl setempatl (Kabupaten/Kota);l  

d. Batall demil hukum,l jikal diperjanjikanl bahwal pemegangl hakl 

tanggunganl akanl memilikil objekl hakl tanggunganl apabilal debitorl 

cideral janjil (Pasall 12l UUHT). 

Penjelasanl atasl Pasall 11l ayatl (1)l UUHTl menegaskan,l bahwal 

ketentuanl mengenail isil Aktal Pemberianl Hakl Tanggunganl tersebut,l 

sifatnyal wajibl untukl sahnyal Aktal Pemberianl Hakl Tanggungan.l Jikal tidakl 

dicantumkannyal secaral lengkapl hal-hall yangl sifatnyal wajibl dalaml APHT,l 

mengakibatkanl APHT-nyal batall demil hukum.l Konsekuensil hukuml bagil 

tidakl dicantumkannyal secaral lengkapl hal-hall yangl disebutkanl dalaml Aktal 

Pemberianl Hakl Tanggunganl sebagaimanal dimaksudl dalaml Pasall 11l ayatl 

(1)l UUHTl tersebut,l seyogyanyal dicantumkanl sebagail salahl satul ayatl ataul 

pasall dalaml Batangl Tubuhl UUHTl danl tidakl sekadarl dikemukakanl dalaml 

penjelasannya.50 

5. Hapusnyal Hakl Tanggungan 

Hapusnyal Hakl tanggunganl diaturl dalaml Pasall 18l sampail denganl 

19l UUHT.l Yangl dimaksudl denganl hapusnyal Hakl Tanggunganl adalahl 
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l J.l Satrio.l Hukuml Jaminan,l Hakl Jaminanl Kebendaan,l Hakl Tanggunganl Bukul I.l Bandung:l 

Alumni.l 2010.l Hlm.144 
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tidakl berlakunyal lagil Hakl Tanggungan.l Pasall 18l UUHTl disebutkanl 

mengenail hapusnyal hakl tanggunganl yaitu:51 

a. Hakl Tanggunganl hapusl karenal hal-hall sebagail berikut:l  

1) hapusnyal utangl yangl dijaminl denganl Hakl Tanggungan;l  

2) dilepaskannyal Hakl Tanggunganl olehl pemegangl Hakl 

Tanggungan;l  

3) pembersihanl Hakl Tanggunganl berdasarkanl penetapanl peringkatl 

olehl Ketual Pengadilanl Negeri;l  

4) hapusnyal hakl atasl tanahl yangl dibebanil Hakl Tanggungan.l  

b. Hapusnyal Hakl Tanggunganl karenal dilepaskanl olehl pemegangnyal 

dilakukanl denganl pemberianl pernyataanl tertulisl mengenail 

dilepaskannyal Hakl Tanggunganl tersebutl olehl pemegangl Hakl 

Tanggunganl kepadal pemberil Hakl Tanggungan.l  

c. Hapusnyal Hakl Tanggunganl karenal pembersihanl Hakl Tanggunganl 

berdasarkanl penetapanl peringkatl olehl Ketual Pengadilanl Negeril 

terjadil karenal permohonanl pembelil hakl atasl tanahl yangl dibebanil Hakl 

Tanggunganl tersebutl agarl hakl atasl tanahl yangl dibelinyal itul 

dibersihkanl daril bebanl Hakl Tanggunganl sebagaimanal diaturl dalaml 

Pasall 19.l  

d. Hapusnyal Hakl Tanggunganl karenal hapusnyal hakl atasl tanahl yangl 

dibebanil HakTanggunganl tidakl menyebabkanl hapusnyal utangl yangl 

dijamin 

                                                           
51

l Boedil Harsonol danl Sudariantol Wiriodarsono.l Konsepsil Pemikiranl tentangl UUHT.l 

Bandung:l Makalahl Seminarl Nasional.l 1996.l Hlm.17 
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Setelahl Hakl Tanggunganl hapusl sebagaimanal dimaksudl dil atas,l 

makal harusl dilakukanl pencoretanl catatanl Hakl Tanggunganl tersebutl padal 

bukul tanahl hakl atasl tanahl danl sertifikatnyal dil Kantorl Pertanahanl (diroya).l 

Denganl hapusnyal Hakl Tanggungan,l sertifikatl Hakl Tanggunganl yangl 

bersangkutanl ditarikl danl bersama-samal buku-tanahl Hakl Tanggunganl 

dinyatakanl tidakl berlakul lagil olehl Kantorl Pertanahan.52 

Dalaml Pasall 19l UUHTl diaturl tatal caral penghapusanl Hakl 

Tanggunganl jikal hasill penjualanl objekl Hakl Tanggunganl ternyatal tidakl 

cukupl untukl melunasil hutangl yangl dijamin.l Dalaml pasall tersebutl 

ditentukanl bahwal pembelil objekl Hakl Tanggungan,l baikl dalaml suatul 

pelelanganl umuml atasl perintahl Ketual Pengadilanl Negeril maupunl dalaml 

juall belil sukarela,l dapatl memintal kepadal pemegangl Hakl Tanggunganl agarl 

bendal yangl dibelinyal itul dibersihkanl daril segalal bebanl Hakl Tanggunganl 

yangl melebihil hargal penjualan.l Tanpal diadakanl pembersihan,l Hakl 

Tanggunganl tersebutl akanl tetapl membebanil objekl Hakl Tanggunganl yangl 

dibeli. 

D. Lelangl Eksekusil dalaml Perspektifl Islam 

Dil dalaml Al-Quranl tidakl adal penjelasanl mengenail lelang,l akanl tetapil 

dalaml literaturl fiqihl lelangl dikenall denganl istilahl muzayadah,l Secaral bahasal 

katal muzayadahl berasall daril katal zada-yazidu-ziyadahl yangl artinyal 

                                                           
52

l Pasall 22l Undangl –l Undangl Nomorl 4l Tahunl 1996l tentangl Hakl Tanggungan 
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bertambah,l makal muzayadahl berartil salingl menambahil yaknil dimanal 

orangorangl salingl menambahil hargal tawarl atasl suatul barang.53 

Lelangl termasukl dalaml kategoril juall beli,l akanl tetapil adal perbedaanl 

yangl mencolokl antaral juall belil danl lelangl dimanal dalaml lelangl tidakl adal hakl 

memilih,l tukarl menukarl sepertil halnyal dalaml juall beli,l danl pelaksanaanl lelangl 

harusl dilakasanakanl dil mukal umum.54 

Hukuml lelangl dalaml ajaranl islam,l adal bebrapal pendapatl daril paral 

ulama,l dimanal masing-masingl mempunyail penafsiranl yangl berbedal dimanal 

adal yangl memperbolehkannyal danl adal jugal yangl memakhruhkannya.l  

a. Yangl Memperbolehkanl  

Yangl membolehkanl lelangl inil adalahl jumhurl (mayoritasl ulama).l 

Dasarnyal adalahl apal yangl dilakukanl langsungl olehl Rasulullahl SAWl dil 

masal beliaul hidup.l Ternyatal beliaul jugal melakukanl transaksil lelangl dalaml 

kehidupannya.l Dil antaral haditsl yangl membolehkannyal antaral lain: 

نْ lْرَجُلlًْْأنَْ lْمَال كْ lْب نْ lْأنَسَْ lْعَنْ  نَ صَارْ lْم  lْالن ب يْ lْإ لىlَْجَاءlَْْالْ 

lُْْصَل ى ألَهlُُْْوَسَل مlَْْعَليَ هْ lْاللّ  ءْ lْبيَ ت كlَْْف يlْلكlََْْفقَاَلlَْْيَس  lْبلَىlَْقاَلlَْْشَي 

ل سْ  ضَهlُْْنلَ بسlَُْْح  ضَهlُْْوَنَب سُطlُْْبعَ  lْقاَلlَْْاءَْال مlَْْف يهْ lْرَبُْنشَْ lْوَقدََحْ lْبعَ 

lُْْصَل ىlْاللّ  lْْرَسُولlُْْفأَخََذَهمَُاlْب ه مَاlْفأَتَاَهlُْْقاَلlَْْب ه مَاlْائ ت ن ي lْعَليَ هْ lْاللّ 

هْ lْوَسَل مَْ ترَ يlْمَنْ lْقاَلlَْْثمُْ lْب يدَ  lْآخُذُهمَُاlْأنَاlَْرَجُلْ lْفقَاَلlَْْهذََي نْ lْيشَ 

همَْ  ر  همَْ lْعَلىlَْيزَ يدlُْْنْ مlَْْقاَلlَْْب د  ر  تيَ نْ lْد  lْاأنlََْْرَجُلْ lْقاَلlَْْثلََثاlًْأوَْ lْمَر 

همََي نْ lْآخُذُهمَُا ر  طَاهمَُاlْب د  همََي نْ lْوَأخََذlَْْإ ي اهlُْْفأَعَ  ر  طَاهمَُاlْالد  lْفأَعَ 

نَ صَار يْ   الْ 

Artinya:l  
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l Badril Khaeruman.l Uluml All Hadis.l Bandung:l Pustakal Setia.l 2009.l Hlm.l 46. 
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l Aiyubl Ahmad.l Fikihl Lelangl Perspektifl Hukuml Islaml Danl Hukuml Positif.l Jakarta:l Kiswa.l 

2004.l Hlm.3 
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Sesungguhnyal seseorangl laki-lakil daril Ansarl datangl bertanyal padal 

Rosulullahl SAW.l Makal Rosulullahl berkata:l “Apakahl dil rumahmul adal 

sesuatu?”l Sahabatl Ansarl menjawab:l “Yal adal permadani,l sebagianl sayal 

pakail danl sebagianl sayal hamparkanl untukl tempatl dudukl danl mangkokl 

yangl sayal pakail untukl minum”.l Nabil SAWl berkata:l “Bawal kemaril 

keduanya”,l Sayal mengambill denganl satul dirham”,l katal seorangl laki-

laki.l Katal Nabi:l “Siapal yangl beranil menambahl dual ataul tigal kalil lipat?”l 

Seorangl laki-lakil lainnyal berkata:”l Sayal beranil membelinyal dual 

dirham”.l (HR.l Ibnul Majah). 

Haditsl inil menjadil dasarl hukuml dibolehkannyal lelangl dalaml 

syariahl Islam.l Lantaranl Nabil SAWl sendiril mempraktekkannya.l Sehinggal 

tidakl adal alasanl untukl mengharamkannya.l  

b. Yangl Memakhruhkanl  

Namunl ternyatal adal jugal ulamal yangl memakruhkanl transaksil 

lelang.l Dil antaranyal Ibrahiml an-Nakha`i.l Beliaul memakruhkanl juall belil 

lelang,l lantaranl adal dalill haditsl daril Sufyanl binl Wahabl bahwal dial berkata: 

تُْ ع  lُْْصَل ىlْاللّ  lْْرَسُولlْسَم  ال مُزَايدََةْ lْبيَ عْ lْعَنْ lْينَ هىlَْوَسَل مlَْْعَليَ هْ lْاللّ   

Artinya:l “Akul mendengarl Rasulullahl SAWl melarangl juall belil lelang.”l 

(HR.l All Bazzar) 

Daril beberapal pendanganl paral ulamal diatas,l berdasarkanl jumhurl 

(mayoritas)l paral ulamal menafsirkanl bahwal lelangl itul diperbolehkan,l asalkanl 

memangl benar-benarl sepertil yangl terjadil dil masal Rasulullahl SAW,l artinyal 

lelangl inil tidakl bercampurl denganl penipuan,l ataul bercampurl denganl trik-trikl 
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yangl memangl dilarang,l dimanal harusl berdasarkanl syarat-syaratl yangl 

ditentukanl danl disesuaikanl denganl hukuml Islaml sesuail aturanl All Quran,l All 

Hadist,l danl Ijma’l Ulamal danl aturanl hukuml syariat.55 
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l Satyal Haprabu.l Penjualanl Lelangl Barangl Jaminanl Hakl Tanggunganl Menurutl Perspektifl 

Hukuml Islam.l Jurnall Repertorium.l Vol.l IV,l No.1,l Th.2017,l Hlm.59 
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BABl III 

HASILl PENELITIANl DANl PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaanl Lelangl Denganl Objekl Eksekusil Hakl Tanggunganl Padal 

Kantorl Pelayananl Kekayaanl Negaral danl Lelangl (KPKNL)l kotal 

Semarang. 

1. Gambaranl Umuml Kantorl Pelayananl Kekayaanl Negaral danl Lelangl 

(KPKNL)l Semarang 

Penelitianl inil dilakukanl dil Kantorl Pelayananl Kekayaanl Negaral 

danl Lelangl (KPKNL)l Semarang,l yangl merupakanl unitl vertikall 

Kementerianl Keuanganl Republikl Indonesial dibawahl Direktoratl Jenderall 

Kekayaanl Negaral (DJKN).l KPKNLl Semarangl memilikil tugasl 

menyelenggarakanl tugasl danl fungsil DJKNl yaitul merumuskanl danl 

melaksanakanl kebijakanl dil bidangl barangl milikl negara,l kekayaanl negaral 

danl dipisahkan,l kekayaanl negaral lain-lain,l penilaian,l piutangl negara,l danl 

lelangl sesuail denganl peraturanl perundang-undangan. 

Dalaml melaksanakanl tugasnya,l Direktoratl Jenderall Kekayaanl 

Negaral menyelenggarakanl fungsi56: 

1. Perumusanl kebijakanl dil bidangl barangl milikl negara,l kekayaanl 

negaral dipisahkan,l kekayaanl negaral lain-lain,l penilaian,l piutangl 

negara,l danl lelang; 

2. Pelaksanaanl kebijakanl dil bidangl barangl milikl negara,l kekayaanl 

negaral dipisahkan,l kekayaanl negaral lain-lain,l penilaian,l piutangl 

negara,l danl lelang; 

3. Penyusunanl norma,l standar,l prosedur,l danl kriterial dil bidangl barangl 

milikl negara,l kekayaanl negaral dipisahkan,l kekayaanl negaral lain-

lain,l penilaian,l piutangl negara,l danl lelang; 
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l Wawancaral denganl Danyl Kuryanto,l Pelelangl Ahlil Madyal .l Kantorl Pelayananl Kekayaanl 

Negaral danl Lelangl Semarang,l Tanggall 8l Aprill 2021. 
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4. Pemberianl bimbinganl teknisl danl supervisil dil bidangl barangl milikl 

negara,l kekayaanl negaral dipisahkan,l kekayaanl negaral lain-lain,l 

penilaian,l piutangl negara,l danl lelang; 

5. Pelaksanaanl pemantauan,l evaluasi,l danl pelaporanl dil bidangl barangl 

milikl negara,l kekayaanl negaral dipisahkan,l kekayaanl negaral lain-

lain,l penilaian,l piutangl negara,l danl lelang; 

6. Pelaksanaanl administrasil Direktoratl Jenderall Kekayaanl Negara;l 

dan 

7. Pelaksanaanl fungsil lainl yangl diberikanl olehl Menteril Keuangan. 

Dalaml menjalankanl tugasl danl fungsi,l Visil danl Misil DJKNl tahunl 

2020-2024l yaitul :l  

a. Visil DJKNl 2020-2024 

Menjadil Pengelolal Kekayaanl Negaral yangl Profesionall danl Akuntabell 

dalaml rangkal mendukungl visil Kementerianl Keuangan:l Menjadil 

Pengelolal Keuanganl Negaral untukl mewujudkanl Perekonomianl 

Indonesial yangl Produktif,l Kompetitif,l Inklusif,l danl Berkeadilan,l sertal 

untukl sebesar-besarl kemakmuranl rakyat. 

b. Misil DJKNl 2020-2024 

1. Mengoptimalkanl pengelolaanl kekayaanl negara. 

2. Mengamankanl kekayaanl negaral secaral fisik,l administrasi,l danl 

hukum. 

3. Meningkatkanl tatal kelolal danl nilail tambahl pengelolaanl kekayaanl 

negara. 

4. Menghasilkanl nilail kekayaanl negaral yangl wajarl danl dapatl 

dijadikanl acuanl dalaml berbagail keperluan. 
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5. Mewujudkanl lelangl yangl efisien,l transparan,l akuntabel,l adil,l danl 

kompetitifl sebagail instrumenl juall belil yangl mampul 

mengakomodasil kepentinganl masyarakat. 

Saatl inil yangl menjabatl sebagail Kepalal KPKNLl Semarangl yaitul 

Partolo,l dibantul olehl 7l (tujuh)l Pejabatl Eselonl IVl yaitul Budil Hartantol 

selakul Kepalal Subbagianl Umum,l Dewil Listiorinil selakul Kepalal Seksil 

Pengelolaanl Kekayaanl Negara,l Suprapnol selakul Kepalal Seksil Pelayananl 

Penilaian,l Achmakrishnal Himawanl selakul Kepalal Seksil Piutangl Negara,l 

Achmadl Mulyonol selakul Kepalal Seksil Pelayananl Lelang,l Kamidil selakul 

Kepalal Seksil Hukuml danl Informasi,l sertal Touristal Dianl Cahyanal selakul 

Kepalal Seksil Kepatuhanl Internal. 

Wilayahl kerjal KPKNLl Semarangl meliputil 13l (tigal belas)l kotal danl 

kabupatenl dil Jawal Tengah,l yaitu57: 

1. Kotal Semarang 

2. Kab.l Semarang 

3. Kotal Salatiga 

4. Kotal Magelang 

5. Kab.l Magelang 

6. Kab.l Temanggung 

7. Kab.l Demak 

8. Kab.Grobogan 

9. Kab.l Kudus 

10. Kab.l Jepara 

11. Kab.l Pati 

12. Kab.l Rembangl danl  

13. Kab.l Blora. 
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2. Pelaksanaanl Lelangl Denganl Objekl Eksekusil Hakl Tanggunganl Padal 

Kantorl Pelayananl Kekayaanl Negaral danl Lelangl (KPKNL)l Kotal 

Semarang. 

a) Faktorl Penyebabl Pelaksanaanl Lelangl Eksekusil Objekl Hakl 

Tanggungan 

Dalaml hall perjanjianl kreditl tidakl semual debiturl dapatl 

menjalankanl kewajibannyal sebagaimanal yangl telahl dipersetujuil 

dalaml perjanjianl kredit.l Walaupunl krediturl dalaml memberikanl 

fasilitasl kreditl menerapkanl prinsipl characterl (Sifatl debitur),l Capitall 

(Modall dasarl debitur),l capacityl (Kemampuanl debitur),l Collaterall 

(Jaminanl yangl disediakan)l danl Conditionl ofl economyl (Kondisil 

perekonomian).l  

Dalaml penyelesaianl kreditl bermasalahl yangl dijaminkanl 

denganl hakl tangggunganl biasanyal diawalil apabilal debiturl telahl 

diangggapl melakukanl wanprestasil dimanal bentukl wanprestasil 

tersebutl adalahl denganl tidakl dilunasinyal fasilitasl kreditl yangl telahl dil 

berikanl olehl kreditur. 

Dalaml hall inil apabilal debiturl melakukanl wanprestasil 

biasanyal krediturl melakukanl sebuahl teguranl kepadal debiturl melaluil 

suratl peringatanl sebanyakl tigal kalil gunal bernegosiasil untukl 

memperolehl solusil yangl terbaikl daril masing-masingl yangl 

berkepentingan.l Apabilal dalaml negosiasil tersebutl tidakl memperolehl 

titikl temul yangl terbaikl dimanal debiturl tidakl mempunyail itikadl baikl 
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untukl melunasil fasilitasl kreditl yangl diberikanl makal krediturl akanl 

melakukanl eksekusil gunal mengamankanl asetl keuanganl kreditur. 

Eksekusil daril jaminanl fasilitasl kreditl yangl dijaminkanl denganl 

hakl tanggunganl yangl dilakukanl krediturl dapatl dilakukanl melaluil 

beberapal caral yaitul diaturl dalaml Undang-undangl No.4l Tahunl 1996l 

tentangl Hakl Tanggunganl atasl Tanahl besertal Benda-bendal yangl 

berkaitanl denganl Tanahl (UUHT)l melaluil penjualanl objekl hakl 

tanggunganl secaral sukarelal ataul dibawahl tangan,l melaluil fiatl 

pengadilanl ataul melaluil paretel eksekusil Pasall 6l UUHT. 

Lelangl objekl hakl tanggunganl yangl dilakukanl olehl krediturl 

sebagaimanal berpedomanl padal Pasall 6l UUHTl yaitul apabilal debiturl 

cideral janji,l pemegangl hakl tanggunganl pertamal mempunyail hakl 

untukl menjuall objekl hakl tanggunganl atasl kekuasaanl sendiril melaluil 

pelelanganl umuml sertal mengambill pelunasanl piutangnyal daril hasill 

penjualanl tersebut.l Dalaml pelaksanaanl eksekusinyal dimanal dalaml 

Sertifikatl Hakl Tanggunganl (SHT)l yangl memuatl irah-irahl "DEMIl 

KEADILANl BERDASARKANl KETUHANANl YANGl MAHAl 

ESA"l dijelaskanl dalaml Pasall 14l ayatl (3)l merupakanl kekuatanl fiatl 

eksekusil yangl kedudukannyal samal denganl putusanl pengadilanl yangl 

telahl memperolehl kekuatanl hukuml tetapl danl berlakul sebagail 

penggantil grossel aktal hypotheekl sepanjangl mengenail hakl atasl tanah. 

Artinyal krediturl berhakl melakukanl pelelanganl atasl jaminanl 

objekl hakl tanggunganl yangl diberikanl olehl debiturl tanpal harusl 
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memintal izinl ataupunl perstujuanl denganl debiturl sehinggal nantinyal 

apabilal objekl jaminanl hakl tanggunganl lakul lelang,l krediturl dapatl 

mengambill pelunasanl daril penjualanl lelangl tersebut.l Dimanal sudahl 

diaturl dalaml Peraturanl Menteril Keuanganl Nomorl 213/PMK.06/2020l 

tentangl Petunjukl Pelaksanaanl Lelang.58 

b) Tahapanl Pelaksanaanl Lelangl Eksekusil Objekl Hakl Tanggungan 

Fungsil pelayananl publikl daril pelaksanaanl lelangl antaral lainl 

adalahl Penegakanl Hukuml (Lawl Enforcement)l dimanal lelangl 

diharapkanl dapatl menjaminl kreditorl maupunl debitorl dalaml 

mendapatkanl hakl sesuail denganl ketentuanl perundang-undangan.l  

Pelaksanaanl Lelangl Eksekusil Pasall 6l Undang-Undangl Hakl 

Tanggugan,l harusl dilaksanakanl olehl Pejabatl Lelangl Kelasl I.l Menurutl 

PMKl No.l 94/PMK.06/2019,l Pejabatl Lelangl adalahl orangl yangl 

berdasarkanl peraturanl perundang-undanganl diberil wewenangl khususl 

untukl melaksanakanl lelang.l Pejabatl Lelangl Kelasl Il merupakanl 

Pegawail Negeril Sipill yangl diangkatl olehl Menteril Keuanganl denganl 

persyaratanl sebagail berikut:l  

a. Pegawail Negeril Sipill Kementerianl Keuanganl yangl sehatl jasmanil 

danl rohani;l  

b. memilikil ijazahl palingl rendahl Sarjanal (S-1)l ataul Diplomal IVl (D-

IV)l bidangl Hukum,l Ekonomi,l Manajemen,l Akuntansi,l Sosiall danl 

Politik,l Teknikl ataul bidangl lainl yangl telahl ditentukan,l danl telahl 
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l Wawancaral denganl Danyl Kuryanto,l Pelelangl Ahlil Madya.l Kantorl Pelayananl Kekayaanl 
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mendapatl izinl pencantumanl gelarl daril instansil yangl berwenangl dil 

bidangl kepegawaian;l  

c. memilikil pangkatl palingl rendahl Penatal Muda,l golonganl ruangl III/l 

a;l  

d. lulusl pelatihanl Pejabatl Lelangl Kelasl I;l dan 

e. tidakl sedangl menjalanil hukumanl disiplinl sedangl ataul hukumanl 

disiplinl berat,l ataul tidakl pernahl dijatuhil hukumanl disiplinl berat. 

Pejabatl Lelangl Kelasl Il berwenangl untuk:l  

a. mengajukanl usul,l saran,l danl pendapatl kepadal Kepalal KPKNL; 

b. menandatanganil tandal terimal uangl Jammanl penawaranl lelangl 

denganl penerimaanl tunail denganl jumlahl palingl banyakl sesuail 

ketentuanl peraturanl perundang-undangan; 

c. mengesahkanl pemenangl lelang; 

d. membatalkanl pengesahanl pembelil lelangl yangl wanprestasi;l  

e. menandatanganil rincianl uangl hasill lelang;l  

f. menolakl melaksanakanl lelangl dalaml hall tidakl yakinl akanl 

kebenaranl formall berkasl persyaratanl lelangl berdasarkanl alasanl 

yangl dapatl dipertanggungjawabkan;l  

g. mengambill tindakanl yangl diperlukanl dalaml rangkal menjagal 

ketertibanl pelaksanaanl lelangl yaitul menegurl dan/l ataul 

mengeluarkanl pesertal dan/l ataul pengunjungl lelangl jikal 

mengganggul jalannyal pelaksanaanl lelangl dan/l ataul melanggarl 
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tatal tertibl pelaksanaanl lelangl sertal menghentikanl pelaksanaanl 

lelangl untukl sementaral waktu;l  

h. memberikanl usull kepadal Kepalal KPKNLl ataul Penjual/Pemohonl 

Lelangl untukl memintal bantuanl aparatl keamananl dalaml hall 

diperlukan;l danl  

i. menolakl keikutsertaanl pesertal lelangl yangl tidakl memenuhil 

persyaratanl sesuail ketentuan. 

Pejabatl Lelangl Kelasl Il tidakl bertanggungjawabl terhadapl 

permasalahanl hukuml danl administrasil yangl terkaitl denganl hakl danl 

kewajibanl penjuall dan/l ataul pembelil termasukl namunl tidakl terbatasl 

pada:l  

a. keabsahanl dokumenl yangl menjadil dasarl pelaksanaanl lelangl ataul 

perikatanl lainnya;l  

b. keabsahanl kepemilikanl barang;l  

c. keabsahanl dokumenl persyaratanl lelang;l  

d. kesesuaianl barangl denganl dokumenl objekl lelang;l  

e. keabsahanl penetapanl nilail limit;l  

f. kebenaranl materil suratl danl pengirimanl suratl yangl dilakukanl olehl 

penjuall kepadal pihak-pihakl terkait;l  

g. keabsahanl pengumumanl lelang;l  

h. pelaksanaanl penyerahanl barangl bergerakl dan/l ataul barangl tidakl 

bergerak;l dan 

i. pelaksanaanl penyerahanl dokumenl kepemilikan. 
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Dalaml setiapl pelaksanaanl Lelang,l Pejabatl Lelangl Kelasl Il 

melaksanakanl tugasl sebagail berikut:l  

a. melakukanl kegiatanl penelitianl kelengkapanl dokumenl 

permohonanl lelangl danl analisisl terhadapl legalitasl formall subjekl 

danl objekl lelang;l  

b. melakukanl kegiatanl penatausahaanl persiapanl pelaksanaanl lelang;l  

c. melakukanl kegiatanl telaahanl terhadapl administrasil Jaminanl 

penawaranl lelangl danl administrasil pesertal lelang;l  

d. melakukanl kegiatanl penatausahaanl danl penyelenggaraanl fisikl 

lelang;l  

e. melakukanl kegiatanl penyusunan/pembuatanl minutal danl turunanl 

risalahl lelang;l  

f. melakukanl kegiatanl penatausahaanl pascal pelaksanaanl lelang;l danl  

g. tugasl lainl yangl berkaitanl denganl wewenangl danl tanggungl jawabl 

Pejabatl Lelangl kelasl Il bersangkutan. 

Dalaml pelaksanaanl lelangl mempunyail tahapan-tahapanl 

dalaml pelaksanaanl lelang,l berikutl adalahl tahapanl yangl harusl dilaluil 

dalaml pelaksanaanl lelangl yaitu59
l :l  

                                                           
59

l Wawancaral denganl Danyl Kuryanto,l Pelelangl Ahlil Madya.l Kantorl Pelayananl Kekayaanl 

Negaral danl Lelangl Semarang,l Tanggall 8l Aprill 2021. 
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Selamal tahunl 2018l sampail tahunl 2021l bulanl Maret,l jumlahl 

frekuensil lelangl yangl telahl dilaksanakanl olehl KPKNLl Semarangl 

kebanyakanl mengalamil penurunan,l padal tahunl 2019l naikl danl tahun-

tahunl berikutnyal sampail tahunl 2021l bulanl Maretl inil mengalamil 

penurunan.l Berikutl jumlahl frekuensil lelangl daril tahunl 2018l sampail 

2021l bulanl Maretl yaitu60
l : 

                                                           
60

l Wawancaral denganl Danyl Kuryanto,l Pelelangl Ahlil Madya.l Kantorl Pelayananl Kekayaanl 

Negaral danl Lelangl Semarang,l Tanggall 8l Aprill 2021. 
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Jumlahl frekuensil dil tahunl 2021l sampail denganl bulanl Maretl 

KPKNLl Semarang. 

 

a. Peradilanl Umum 

UNITl 

KERJA 

Jumlahl Perkaral Aktif/Beluml 

Inkrachtl padal Tingkat 

PN PT MA PK Jumlah 

KPKNLl 

Semarang 

277 125 159 8 569 

 

Tabell 1:l Jumlahl perkaral aktif/beluml inkrchtl padal tingkatl 

Peradilanl Umuml KPKNLl Semarang 

b. Peradilanl Tatal Usahal Negara 

UNITl KERJA 

Jumlahl Perkaral Aktif/Beluml 

Inkrachtl padal Tingkat 

PN PT MA PK Jumlah 

KPKNLl 

Semarang 

3 3 - - 6 
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Tabell 2:l Jumlahl perkaral aktif/beluml inkrchtl padal tingkatl 

Peradilanl Tatal Usahal Negaral KPKNLl Semarang 

Pelaksanaanl lelangl yangl barangl dirampasl daril milikl negaral 

harusl dil lelangl dil KPKNL.l KPKNLl Kotal Semarangl tidakl mencaril 

keuntungan,l sesuail denganl pemohonl lelang.l Misall pemohonl lelangl 

adalahl instansil pemerintahl makal hasilnyal akanl disetorl kel kasl negara,l 

apabilal pemohonnyal adalahl pengadilanl makal akanl diserahkanl kel 

pengadilan,l apabilal pemohonnyal bankl makal akanl diserahkanl kel 

bank.61
l  

c) Tahapl Persiapanl Lelangl  

1) Permohonanl lelangl olehl Penjual 

Penjuall (Kreditor)l yangl bermaksudl mengajukanl 

penjualanl secaral lelangl melaluil KPKNLl harusl mengajukanl suratl 

permohonanl lelangl secaral tertulisl kepadal Kepalal KPKNL,l disertail 

dokumenl persyaratanl lelangl eksekusil Pasall 6l UUHTl sesuail 

ketentuanl yangl diaturl melaluil Peraturanl Menteril Keuanganl No.l 

213/PMK.06/2020l tentangl petunjukl pelaksanaanl lelang.l 

Permohonanl lelangl diajukanl secaral onlinel melaluil alamatl domainl 

lelang.go.idl denganl mengunggahl dokumen-dokumenl persyaratanl 

umuml danl khususl sebagail berikut62
l : 

a. Dokumenl Persyaratanl Umuml  
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l Wawancaral denganl Danyl Kuryanto,l Pelelangl Ahlil Madya.l Kantorl Pelayananl Kekayaanl 

Negaral danl Lelangl Semarang,l Tanggall 8l Aprill 2021. 
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l Wawancaral denganl Danyl Kuryanto,l Pelelangl Ahlil Madya.l Kantorl Pelayananl Kekayaanl 
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Suratl permohonanl lelangl wajibl dilengkapil dokumenl 

persyaratanl yangl bersifatl umuml yangl disampaikanl padal saatl 

permohonanl lelang,l sebagail berikut:l  

1. Salinan/fotokopil Suratl Keputusanl Penunjukanl Penjual/l 

Suratl Tugas/Penjual/l Suratl Kuasal Penjual,l kecualil 

Pemohonl Lelangl adalahl perorangan;l Suratl dimaksudl 

adalahl Suratl yangl dibuatl olehl pimpinanl perbankanl (sesuail 

denganl kewenangannya)l denganl menunjukl salahl satul 

Pegawail untukl menjadil Penjuall yangl bertugasl hadirl saatl 

lelangl danl menadatanganil Risalahl lelang. 

2. Daftarl barangl yangl akanl dilelang,l nilail limitl danl uangl 

Jaminanl yangl memuat: 

a) Identitasl barang,l antaral lainl memuatl Lokasi,l Luasl 

Tanah,l Jenisl Hakl atasl Tanahl danl ada/tidaknyal 

bangunan. 

b) Nilail Limit,l yaitul nilail minimall Barangl yangl akanl 

dilelangl danl ditetapkanl olehl Penjual.l Nilail limitl dapatl 

diperolehl daril laporanl hasill penaksiranl olehl Penaksir,l 

hargal perkiraanl sendiri,l ataul berdasarkanl laporanl hasill 

penilaianl olehl Penilail apabila: 

1. Nilail Limitl palingl sedikitl Rpl 5.000.000.000,00l 

(limal miliarl rupiah);l  

2. Lelangl diajukanl olehl pemegangl hakl tanggunganl 

perorangan;l  

3. Bankl kreditorl akanl ikutl menjadil Pesertal Lelang. 

c) Uangl Jaminan,l Besaranl jaminanl penawaranl lelangl 

ditentukanl olehl Penjuall denganl rentangl palingl sedikitl 

20%l (dual puluhl persen)l daril Nilail Limitl sampail 

denganl palingl banyakl 50%l (limal puluhl persen)l daril 

Nilail Limit. 

3. Suratl persetujuanl daril pemegangl Hakl Pengelolaanl ataul 

Hakl Milik,l dalaml hall objekl lelangl berupal tanahl dan/l ataul 

bangunanl denganl dokumenl kepemilikanl alasl hakl 

sekunderl berupal Hakl Gunal Bangunanl ataul Hakl Pakail dil 

atasl tanahl Hakl Pengelolaanl ataul Hakl Milik;l  

4. Informasil tertulisl yangl diperlukanl untukl penyerahan/l 

penyetoranl hasill bersihl lelangl berupal nomorl rekeningl 

Penjuall ataul suratl pernyataanl bermeterail cukupl daril 

Penjuall yangl menerangkanl tidakl mempunyail rekeningl 

khususl danl bersedial mengambill ataul menerimal hasill 

bersihl lelangl dalaml bentukl eekl tunail atasl namal Pejabatl 

Penjual,l apabilal hasill bersihl harusl disetorkanl kel Pemohonl 

Lelang;l  
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5. Informasil tertulisl berupal Nomorl Pokokl Wajibl Pajakl 

(NPWP)l Pemohonl Lelang,l dalaml hall Objekl Lelangl berupal 

Barangl milikl swasta,l badanl hukum,l ataul badanl usahal yangl 

akanl divalidasil olehl Direktoratl Jenderall Pajakl melaluil 

portall https://ex-1.pajak.go.id; 

6. Suratl keteranganl daril Penjuall mengenail syaratl lelangl 

tambahanl selainl yangl diaturl dalaml angkal 6l (apabilal ada)l 

berikutl ketentuanl yangl berlakul padal Penjuall dan/l ataul 

peraturanl perundang-undanganl yangl mendukungnya; 

7. Fotol objekl lelang;l dan 

8. Buktil pembayaranl Beal Permohonanl Lelangl yangl diaturl 

sesuail denganl Peraturanl yangl berlakul saatl inil yaitul 

Peraturanl Pemerintahl Republikl Indonesial Nomorl 62l 

Tahunl 2O2Ol Tentangl Perubahanl Atasl Peraturanl 

Pemerintahl Nomorl 3l Tahunl 2018l Tentangl Jenisl Danl Tarifl 

Atasl Jenisl Penerimaanl Negaral Bukanl Pajakl Yangl Berlakul 

Padal Kementerianl Keuangan. 

b. Dokumenl Persyaratanl Khusus 

Dokumenl yangl bersifatl khususl yangl disampaikanl padal saatl 

permohonanl lelangl terdiril dari: 

1. Salinan/fotokopil Perjanjianl Kredit/l Aktal Pengakuanl 

Hutang/l Suratl Pengakuanl Hutang/l dokumenl l perjanjianl 

utangl piutangl lainnya,l ataul dokumenl pengalihanl piutangl 

dalaml hall Hakl Tanggunganl berasall daril pengalihanl 

piutangl karenal cessiel sebagaimanal dimaksudl dalaml Pasall 

613l KUHl Perdata; 

2. Salinan/fotokopil Sertipikatl Hakl Tanggunganl danl Aktal 

Pemberianl Hakl Tanggungan; 

3. Fotokopil sertipikatl hakl atasl tanahl yangl dibebanil Hakl 

Tanggungan; 

4. Salinan/fotokopil Perincianl Hutang/jumlahl kewajibanl 

debitorl yangl harusl dipenuhi; 

5. Salinan/fotokopil buktil bahwa: 

a) Debitorl wanprestasi,l antaral lainl surat-suratl 

peringatan; 

b) Debitorl telahl pailit,l berupa: 

1) Putusanl pailit;l dan 

2) Aslil dan/l ataul fotokopil salinanl putusan,l penetapan,l 

ataul keteranganl tertulisl daril Ketual 

Pengadilan/Hakiml Pengawasl mengenail 

dimulainyal keadaanl insolvensil dan/l ataul Berital 

Acaral Rapatl yangl ditandatanganil olehl Kuratorl danl 

diketahuil Hakiml Pengawasl yangl menyatakanl 

https://ex-1.pajak.go.id/
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dimulainyal keadaanl insolvensi,l untukl kepailitanl 

yangl tidakl berasall daril prosesl PKPUl ataul 

perdamaian. 

c) Debitorl merupakanl Bankl Dalaml Likuidasil (BDL),l 

Bankl Bekul Operasionall (BBO),l Bankl Bekul Kegiatanl 

Ul sahal (BBKU),l ataul Eksl Badanl Penyehatanl 

Perbankanl Nasionall (BPPN);l atau 

d) Debitorl denganl perjanjianl utang-piutangl berdasarkanl 

prinsipl syariah,l dil sampingl buktil peringatanl 

sebagaimanal dimaksudl padal hurufl (a)l harusl disertail 

buktil tambahanl berupa: 

1. Buktil telahl dilaksanakanl musyawarahl untukl 

penyelesaianl hutangl berupal berital acaral 

musyawarahl ataul buktil lainl yangl sah;l atau 

2. Dalaml hall musyawarahl tidakl bisal dilaksanakanl 

karenal debitorl tidakl kooperatifl /l tidakl hadirl /l tidakl 

diketahuil keberadaannyal harusl dibuktikanl denganl 

suratl panggilanl /l pemberitahuanl /l undangl anl ataul 

keteranganl tertulisl lainnya. 

6. Suratl pernyataanl daril kreditorl selakul Pemohonl Lelangl 

yangl isinyal akanl bertanggungl jawabl apabilal terjadil 

gugatanl perdatal dan/l ataul tuntutanl pidana; 

7. Suratl pemberitahuanl daril kreditorl barul kepadal debitorl 

mengenail adanyal pengalihanl piutang,l dalaml hall Hakl 

Tanggunganl berasall daril pengalihanl piutangl karenal cessiel 

sebagaimanal dimaksudl dalaml Pasall 613l kuhperdata; 

8. Berital acaral rapatl kreditorl terkaitl rencanal perdamaianl 

dalaml PKPUl ataul pengesahanl perdamaianl (homologasi)l 

yangl menunjukkanl adanyal penolakanl kreditorl atasl 

rencanal perdamaianl dalaml PKPU,l dalaml hall kreditorl 

separatisl tidakl menyetujuil perdamaianl dalaml PKPU; 

9. Suratl persetujuanl kuratorl ataul Hakiml Pengawas,l dalaml 

hall permohonanl lelangl dilaksanakanl padal masal 

penangguhanl (stay)l dalaml kepailitan; 

10. Suratl pernyataanl daril Kepalal Kantorl Pajakl bersedial l 

mengangkatl penyitaan,l dalaml hall objekl hakl tanggunganl 

telahl diletakkanl sital olehl Jurul Sital Pajak;l dan 

11. Salinan/fotokopil laporanl penilaianl yangl terdiril dari: 

a) Salinan/fotokopil laporanl penilaian/l penaksiranl ataul 

dokumenl ringkasanl hasill penilaianl /l penaksiranl yangl 

memuatl tanggall penilaian/penaksiran,l dalaml hall nilail 

limitl kurangl daril Rp5.000.000.000,00l (limal miliarl 

rupiah);l atau 

b) Salinan/fotokopil laporanl penilaianl ataul dokumenl 

ringkasanl hasill penilaianl yangl memuatl tanggall 
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penilaian,l dalaml hall nilail limitl palingl sedikitl 

Rp5.000.000.000,00l (limal miliarl rupiah); 

 

c. Dokumenl yangl bersifatl khususl yangl disampaikanl padal 

saatl sebeluml pelaksanaanl lelangl terdiril dari: 

1. Salinan/fotokopil suratl pemberitahuanl rencanal 

pelaksanaanl lelangl kepadal debitorl olehl kreditor,l kecualil 

debitorl Hakl Tanggunganl adalahl Bankl Dalaml Likuidasi,l 

Bankl Bekul Operasional,l Bankl Bekul Kegiatanl Usaha,l ataul 

Eksl BPPN.l Dalaml hall pemilikl jaminanl bukanl debitorl 

makal pemberitahuanl rencanal pelaksanaanl lelangl jugal 

disampaikanl kepadal pemilikl jaminan; 

2. Buktil pengumumanl lelangl olehl penjuall denganl ketentuanl 

sebagail berikut: 

a) Pengumumanl dilakukanl 2l (dua)l kali; 

b) Jangkal waktul Pengumumanl pertamal kel Pengumumanl 

kedual berselangl 15l (limal belas)l haril kalender;l  

c) Pengumumanl kedual diaturl sedemikianl rupal sehinggal 

tidakl jatuhl padal haril liburl ataul haril besar;l  

d) Pengumumanl pertamal dapatl dilakukanl melaluil 

selebaran,l medial elektronik,l ataul suratl kabarl harian;l 

danl  

e) Pengumumanl kedual harusl dilakukanl melaluil suratl 

kabarl harianl palingl singkatl 14l (empatl belas)l haril 

kalenderl sebeluml haril pelaksanaanl lelang;l  

Pengumumanl Lelangl sebagaimanal dimaksudl palingl 

sedikitl memuatl informasi: 

1. Identitasl Penjual;l  

2. Hari,l tanggal,l waktul danl tempatl lelangl dilaksanakan;l  

3. Jenisl danl jumlahl barang;l  

4. Lokasi,l luasl tanah,l jenisl hakl atasl tanah,l danl adal ataul 

tidakl adanyal bangunan,l khususl untukl barangl tidakl 

bergerakl berupal tanahl dan/l ataul bangunan; 

5. Spesifikasil barang,l khususl untukl barangl bergerak;l  

6. Waktul danl tempatl aanwijzing,l dalaml hall Penjuall 

melakukanl aanwijzing;l  

7. Jaminanl penawaranl lelangl yangl meliputil besaran,l 

jangkal waktu,l caral danl tempatl penyetoran;l  

8. Nilail Limit,l kecualil Lelangl Noneksekusil Sukarelal 

untukl barangl bergerak; 

9. Caral penawaranl lelang; 

10. Jangkal waktul Kewajibanl Pembayaranl Lelangl olehl 

Pembeli;l  
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11. Alamatl domainl KPKNLl ataul Balail Lelangl yangl 

melaksanakanl Lelangl Melaluil Aplikasil Lelang,l ataul 

alamatl suratl elektronikl (l e-mainl KPKNLl ataul Pejabatl 

Lelangl Kelasl IIl ataul Balail Lelangl yangl melaksanakanl 

lelangl denganl penawaranl lelangl melaluil suratl 

elektronikl l (email)l ;l danl  

12. Syaratl tambahan,l dalaml hall Penjuall mengajukan; 

3. SKTl /SKPTl dalaml hall objekl yangl dilelangl berupal bidangl 

tanahl ataul satuanl rumahl susunl denganl ketentuanl sebagail 

berikut;l  

a) Pelaksanaanl lelangl atasl bidangl tanahl ataul satuanl 

rumahl susunl SHMSRSl harusl dilengkapil denganl 

SKT/SKPTl daril Kantorl Pertanahanl setempat.l  

b) Pelaksanaanl lelangl atasl satuanl rumahl susunl SKBGl 

Sarusunl harusl dilengkapil denganl Suratl Keteranganl 

Pendaftaranl Rumahl Susunl daril Instansil teknisl 

Pemerintahl Daerahl yangl bertanggungl jawabl dil bidangl 

bangunanl gedung;l  

c) Pelaksanaanl lelangl atasl barangl tidakl bergerakl selainl 

tanahl yangl berdasarkanl peraturanl perundang-

undanganl wajibl didaftarkan,l harusl dilengkapil denganl 

Suratl Keteranganl daril Instansil yangl berwenang.l  

d) Permintaanl SKT/SKPT/Suratl Keteranganl 

Pendaftaranl Rumahl Susun/Suratl Keteranganl 

dilakukanl olehl Kepalal Kantorl denganl mengajukanl 

permintaanl kepadal instansil yangl berwenangl denganl 

tembusanl kepadal Penjuall danl Balail Lelangl (dalaml hall 

menggunakanl jasal Balail Lelang).l  

e) Dalaml hall SKT/SKPT/Suratl Keteranganl Pendaftaranl 

Rumahl Susun/Suratl Keteranganl akanl dipergunakanl 

kembalil untukl pelaksanaanl lelangl ulang,l makal Kepalal 

Kantorl dapat:l  

1. Memintal konfirmasil secaral tertulisl kepadal 

instansil yangl menerbitkan;l ataul  

2. Memintal suratl pernyataan/keteranganl tertulisl daril 

Penjuall yangl menerangkanl tidakl adal perubahanl 

datal fisikl ataul datal yuridisl daril barangl yangl akanl 

dilelang. 

4. Suratl pernyataanl tanggungl jawabl formill danl materiill daril 

Penjuall mengenail tidakl adanyal perubahanl datal fisikl danl 

datal yuridisl bidangl tanahl ataul satuanl rumahl susunl yangl 

akanl dilelang,l dalaml hall SKPTl /l SKTl yangl digunakanl 

adalahl SKPTl /l SKTl yangl telahl terbitl sebelumnya;l  

5. Salinan/fotokopil Laporanl Penilaianl ataul dokumenl 

ringkasanl hasill penilaianl yangl memuatl tanggall penilaian,l 
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dalaml hall lembagal jasal keuanganl kreditorl akanl ikutl 

menjadil Pesertal Lelang;l dan 

6. Aslil suratl pernyataanl yangl dibuatl olehl Notarisl dalaml hall 

lembagajasal keuanganl kreditorl akanl ikutl menjadil Pesertal 

Lelangl (Actel del Command).l  

2) Verifikasil Permohonanl Lelangl danl Penetapanl Jadwall Lelangl 

olehl KPKNLl  

Verifikasil permohonanl lelangl dapatl dilakukanl secaral 

manuall maupunl secaral onlinel melaluil alamatl domainl lelang.go.id,l 

Penetapanl Waktul Pelaksanaanl Lelangl Eksekusil Pasall 6l Undang-

Undangl Hakl Tanggunganl ditetapkanl olehl Kepalal KPKNLl padal 

haril danl jaml kerjal KPKNL.l Kepalal KPKNLl menetapkanl jadwall 

pelaksanaanl lelangl setelahl berkasl permohonanl lelangl dinyatakanl 

lengkapl danl memenuhil legalitasl formall subyekl danl obyekl lelang.l 

Adapunl alur/tahapanl verifikasil danl penetapanl jadwall lelangl 

adalahl sebagail berikut:63 

a. Alurl verifikasil danl penetapanl jadwall lelangl secaral manuall 

yaitul : 

1) Penjuall mengajukanl permohonanl lelangl secaral tertulisl 

kepadal Kepalal Kantor,l denganl dilampiril dokumenl 

persyaratanl lelangl yangl bersifatl umuml danl dokumenl 

khususl permohonanl lelang,l sertal diberikanl tandal terima;l  

2) Kepalal Kantorl memberikanl disposisil kepadal Kepalal Seksil 

Pelayananl Lelangl untukl melakukanl penelitianl 

kelengkapanl berkasl dokumenl persyaratanl lelangl danl 

membuatl laporanl hasill penelitianl kelengkapanl berkas;l  

3) Dalaml hall HPKBl beluml memenuhil persyaratan,l Kepalal 

Seksil Pelayananl Lelangl membuatl notal dinasl kepadal 

Kepalal Kantorl denganl dilampiril HPKBl danl konsepl suratl 
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permintaanl kelengkapanl dokumenl persyaratanl lelangl 

kepadal Pemohonl Lelang;l  

4) Apabilal daril HPKBl telahl memenuhil syarat,l Kepalal Seksil 

Pelayananl Lelang:l  

5) Mencatatl dalaml Bukul Registerl Lelang; 

6) Membuatl notal dinasl kepadal Kepalal Kantorl yangl 

berisi/dilampiril HPKB,l usulanl namal Pejabatl Lelangl Kelasl 

Il besertal Asistenl Pejabatl Lelang,l konsepl Suratl Tugasl yangl 

telahl diparafl Kepalal Seksil Pelayananl Lelang/Kepalal 

Subbagianl Umum,l konsepl suratl Penetapanl Jadwall Lelang; 

7) Kepalal Kantorl menelitil danl menandatanganil suratl 

Penetapanl Jadwall Lelangl danl Suratl Tugasl Pejabatl Lelangl 

Kelasl Il berdasarkanl usulanl Kepalal Seksil Pelayananl 

Lelang;l  

8) Setelahl penetapanl jadwall lelang,l Kepalal Seksil Pelayananl 

Lelangl meneruskanl dokumenl persyaratanl lelangl kepadal 

Pejabatl Lelangl Kelasl Il yangl ditunjukl danl Asistenl Pejabatl 

Lelangl (apabilal diperlukan); 

9) Dalaml hall terdapatl Pemandul Lelangl yangl berasall daril 

pegawail KPKNL,l suratl tugasl pemandul lelangl dibuatl 

bersama-samal denganl suratl tugasl Pejabatl Lelangl Kelasl I;l  

10) Pejabatl Lelangl Kelasl Il menelitil legalitasl formall subjekl danl 

objekl lelangl sertal dokumenl persyaratanl lelang,l 

selanjutnyal menandatanganil laporanl HPKB;l  

11) Apabilal masihl ditemukanl kesalahanl formall dokumenl 

persyaratanl lelang,l Pejabatl Lelangl Kelasl Il membuatl 

konsepl suratl pemberitahuanl kepadal Penjuall yangl 

ditandatanganil Kepalal Kantor;l  

12) Apabilal daril hasill penelitian,l dokumenl persyaratanl lelangl 

sudahl sesuail denganl ketentuan,l Pejabatl Lelangl Kelasl Il 

berkoordinasil denganl Penjuall untukl melengkapil dokumenl 

persyaratanl lelangl berupal dokumenl khususl pelaksanaanl 

lelang,l yangl disampaikanl selambat-lambatnyal padal saatl 

akanl dimulainyal pelaksanaanl lelang. 

b. Alurl verifikasil danl penetapanl jadwall lelangl secaral manuall 

yaitul : 

1) Penjuall mengajukanl permohonanl lelangl secaral tertulisl 

kepadal Kepalal Kantorl melaluil aplikasil yangl disediakanl 

olehl Kantorl Pusat,l denganl dilampiril dokumenl persyaratanl 

lelangl yangl bersifatl umuml danl dokumenl khususl 

permohonanl lelang,l yangl diunggahl bersamaanl denganl 

suratl permohonanl lelang,l sertal diberikanl tandal terimal 

melaluil aplikasi;l  
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2) Dalaml hall permohonanl lelangl pertamal kali,l Penjuall 

terlebihl dahulul mengajukanl permohonanl untukl 

mendapatkanl userl IDl sesuail syaratl danl ketentuanl padal 

aplikasil permohonanl lelangl online;l  

3) Petugasl Seksil Pelayananl Lelangl mencetakl suratl 

permohonanl lelangl tanpal mencetakl lampiranl dokumenl 

persyaratanl lelang,l untukl diadministrasikanl danl diberil 

lembarl disposisil olehl Subbagianl Umum;l  

4) Kepalal Kantorl memberikanl disposisil kepadal Kepalal Seksil 

Pelayananl Lelangl untukl melakukanl penelitianl 

kelengkapanl berkasl dokumenl persyaratanl lelangl danl 

membuatl laporanl HPKB;l  

5) Kepalal Seksil Pelayananl Lelangl melakukanl penelitianl 

kelengkapanl berkasl dokumenl persyaratanl lelangl secaral 

onlinel melaluil aplikasil yangl telahl disediakan;l  

6) Dalaml hall HPKBl beluml memenuhil persyaratan,l Kepalal 

Seksil Pelayananl Lelangl membuatl notal dinasl kepadal 

Kepalal Kantor,l denganl dilampiril HPKBl danl konsepl suratl 

permintaanl kelengkapanl dokumenl persyaratanl lelangl 

kepadal Pemohonl Lelang;l  

7) Apabilal daril hasill penelitianl kelengkapanl berkasl telahl 

memenuhil syarat,l Kepalal Seksil Pelayananl Lelang: 

a. Mencatatl dalaml Bukul Registerl Lelang;l  

b. Membuatl notal dinasl kepadal Kepalal Kantorl yangl 

berisi/l dilampiri: 

1. HPKB; 

2. Usulanl namal Pejabatl Lelangl Kelasl Il besertal 

Asistenl Pejabatl Lelangl (dalaml hall diperlukan);l  

3. Konsepl Suratl Tugasl yangl telahl diparafl Kepalal 

Seksil Pelayananl Lelang/Kepalal Subbagianl 

Umum;l danl  

4. Konsepl suratl Penetapanl Jadwall Lelang;l  

8) Kepalal Kantorl menelitil danl menandatanganil suratl 

Penetapanl Jadwall Lelangl danl Suratl Tugasl Pejabatl Lelangl 

Kelasl Il berdasarkanl usulanl Kepalal Seksil Pelayananl 

Lelang;l  

9) Setelahl penetapanl jadwall lelang,l Kepalal Seksil Pelayananl 

Lelangl meneruskanl berkasl permohonanl lelangl kepadal 

Pejabatl Lelangl Kelasl Il yangl ditunjukl danl Asistenl Pejabatl 

Lelangl Kelasl Il (apabilal diperlukan);l  

10) Dalaml hall terdapatl Pemandul Lelangl yangl berasall daril 

pegawail KPKNL,l suratl tugasl pemandul lelangl dibuatl 

bersama-samal denganl suratl tugasl Pejabatl Lelangl Kelasl I;l  

11) Pejabatl Lelangl Kelasl Il harusl mencocokkanl suratl 

permohonanl lelangl danl dokumenl persyaratanl lelangl yangl 

diunggahl olehl Penjuall melaluil aplikasil denganl aslil suratl 
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permohonanl lelangl danl dokumenl persyaratanl lelangl yangl 

disampaikanl secaral manuall palingl lambatl sebeluml 

pelaksanaanl lelang;l  

12) Pejabatl Lelangl Kelasl Il menelitil legalitasl formall subjekl danl 

objekl lelangl sertal dokumenl persyaratanl lelangl melaluil 

aplikasil yangl telahl disediakanl ataul secaral manual,l 

selanjutnyal menandatanganil laporanl HPKB; 

3) Tahapanl Terhadapl Administrasil Jaminanl Penawaranl 

Lelangl danl Administrasil Pesertal Lelang 

Penyetoranl Uangl jaminanl dapatl dilakukanl melaluil 

beberapal caral antaral lainl secaral tunai/melaluil rekeningl 

penampunganl KPKNL,l melaluil virtuall accountl yangl terhubungl 

denganl aplikasil lelangl danl melaluil garansil bank.l Penyetoranl Uangl 

Jaminanl Penawaranl Lelangl padal KPKNL,l dilakukanl sebagail 

berikut:64 

a. Penyetoranl Uangl jaminanl melaluil tunai/melaluil rekeningl 

penampunganl KPKNL,l yaitul :l  

1) Bendaharal Penerimaan/Pejabatl Lelangl Kelasl Il menerimal 

Uangl Jaminanl Penawaranl Lelangl ataul aslil buktil setorl 

Uangl Jaminanl Penawaranl Lelangl (termasukl slipl ATM,l 

Internetl Banking,l SMSl Bankingl danl buktil sahl lainnya)l daril 

pesertal lelangl yangl telahl dicocokanl denganl rekeningl 

koranl danl membuatl Tandal Terimal Penyetoranl Uangl 

Jaminanl Penawaranl Lelangl untukl diserahkanl kepadal 

pesertal lelang. 
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2) Bendaharal Penerimaan/Pejabatl Lelangl Kelasl Il membuatl 

Daftarl Penyetoranl danl Pengembalianl Uangl Jaminanl 

Penawaranl Lelang, 

b. Penyetoranl uangl jaminanl melaluil virtuall accountl (VA)l 

dilakukanl denganl menggunakanl aplikasil bankl mitral KPKNLl 

yangl terhubungl denganl aplikasil lelangl internetl yangl 

diselenggarakanl olehl KPKNL.l Pesertal Lelangl yangl telahl 

menyetorkanl uangl jaminanl akanl mendapatl notifikasil melaluil 

aplikasil yangl menetapkanl apakahl penyetoranl uangl jaminanl 

tersebutl diterimal ataul ditolak. 

c. Penyetoranl uangl Jaminanl Penawaranl Lelangl berupal Garansil 

Bank,l dilakukanl sebagail berikut: 

1) Pesertal Lelangl menyerahkanl Jaminanl Penawaranl Lelangl 

berupal Garansil Bankl kepadal KPKNL; 

2) Bendaharal Penerimaan/Pejabatl Lelangl Kelasl Il 

memberitahukanl jaminanl penawaranl berupal Garansil 

Bankl kepadal Kepalal Seksil Hukuml danl Informasi; 

3) Kepalal Seksil Hukuml danl Informasil membuatl 

konsepsuratl konfirmasil mengenail keaslianl danl 

keabsahanGaransil Bankl kepadal Bankl Penerbit,l untukl 

ditelitil danl ditandatanganil olehl Kepalal Kantor; 

4) Bendaharal Penerimaan/Pejabatl Lelangl Lelangl Kelasl Il 

mengesahkanl Garansil Bankl sebagail jaminanl penawaranl 
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lelangl apabilal dinyatakanl aslil danl sahl secaral tertulisl olehl 

Bankl Penerbit,l denganl membuatl Tandal Terimal 

Penyetoranl Jaminanl Penawaranl Lelangl Berupal Garansil 

Bank. 

4) Pengumumanl Lelangl  

Penjualanl secaral lelangl wajibl didahuluil denganl 

pengumumanl lelangl yangl dilakukanl olehl penjual,l danl penjuall 

menyerahkanl buktil pengumumanl lelangl padal KPKNLl ataul 

Pejabatl Lelang.l Pengumumanl lelangl melaluil suratl kabarl harianl 

yangl terbitl dil kabupatenl ataul kota.l  

Setelahl pesertal lelangl mendaftarkanl diril danl selanjutnyal 

akanl menyetorkanl jaminanl lelangl kel Bankl Persepsi.l Sesuail PMKl 

No.l 213/PMK.06/2020l tentangl petunjukl pelaksanaanl lelang,l 

penjualanl secaral lelangl wajibl didahuluil denganl pengumumanl 

lelang.l Dilaksanakanl melaluil suratl kabarl harianl yangl terbitl 

dan/ataul beredarl dil kota/l kabupatenl tempatl barangl beradal ataul dil 

ibukotal propinsil ataul ibukotal negaral danl beredarl dil wilayahl kerjal 

KPKNLl ataul yangl oplah-nyal telahl ditentukanl denganl undang-

undang.l Makal jikal KPKNLl Kotal Semarangl menggunakanl suratl 

kabarl harianl yangl terbitl dil ibukotal propinsil danl beredarl dil 

Semarang,l makal sudahlahl sangatl sesuail denganl undang-undangl 

yangl berlaku.l Pengumumanl lelangl yangl sepertil inil jugal sesuail 
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denganl asasl transparansil dimanal hampirl semual masyarakatl akanl 

mengetahuil adanyal lelangl yangl dilaksanakanl olehl KPKNL.65 

5) Tempatl danl Waktul Lelangl  

Ditentukanl berdasarkanl kesepakatanl pemohonl lelangl danl 

kepalal KPKNLl sesuail pasall 30l PMKl No.213/PMK.06/2020l 

tentangl Petunjukl Pelaksanaanl Lelang,l danl akanl diumumkanl padal 

pengumumanl lelang.l Hall inil sesuail denganl teoril efisiensil karenal 

denganl pengumumanl yangl relatifl murahl dapatl mengumpulkanl 

masyarakatl yangl inginl mengikutil lelangl dalaml satul tempatl danl 

lelangl akanl selesail padal haril itul juga.66 

6) Pelaksanaanl lelang 

Dil dalaml pelaksanaanl lelangl pesertal lelangl yangl menawarl 

palingl tinggil akanl ditetapkanl sebagail pemenangl lelangl olehl 

pejabatl lelangl dil Kantorl Pelayananl Kekayaanl Negaral danl Lelangl 

(KPKNL)l Kotal Semarang.67 

7) Pelunasanl hargal lelang 

Pesertal lelangl yangl sudahl ditetapkanl sebagail pemenangl 

lelangl olehl pejabatl lelangl dil Kantorl Pelayananl Kekayaanl Negaral 

danl Lelangl (KPKNL)l Kotal Semarangl selanjutnyal pemenangl 

lelangl melakukanl pelunasanl hargal lelangl kel Kantorl Pelayananl 
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Kekayaanl Negaral danl Lelangl (KPKNL)l Kotal Semarangl palingl 

lambatl 5l (lima)l haril kerjal setelahl pelaksanaanl lelang.68 

8) Beal lelangl disetorkanl kel kasl Negara 

Setelahl pemenangl lelangl melakukanl pelunasanl hargal 

lelangl kel Kantorl Pelayananl Kekayaanl Negaral danl Lelangl 

(KPKNL)l Kotal Semarangl selanjutnyal beal lelangl disetorkanl kel kasl 

negaral melaluil bankl persepsi.69  l  

d) Tahapl Pelaksanaanl Lelangl  

1. Permohonanl Lelang 

Hanyal Pejabatl Lelangl yangl ditunjukl olehl Kepalal Kantorl 

yangl mempunyail kewenanganl untukl melaksanakanl lelang.l Dalaml 

lelangl Pejabatl lelangl mempunyail tugasl sebagail berikutl :l  

a. Membukal pelaksanaanl lelang;l  

b. Membacakanl Kepalal Risalahl Lelang;l  

c. Menerimal Nilail Limitl daril Penjual;l  

d. Memberil kesempatanl pesertal lelangl untukl menanyakanl hal-

hall yangl berkaitanl denganl pelaksanaanl lelang;l  

e. Dalaml lelangl dilaksanakanl tertulis,l Pejabatl Lelangl membagil 

formulirl suratl penawaran;l  

f. Dalaml lelangl dilaksanakanl lisan,l Pejabatl Lelangl menawarkanl 

objekl lelangl kepadal pesertal lelangl  

g. Pejabatl Lelangl menetapkanl Pembelil berdasarkanl penawaranl 

tertinggi. 

Pemilihanl Pejabatl Lelangl yangl dilakukanl olehl KPKNLl 

Kotal Semarangl sudahl sesuail denganl Pasall 1l PMKl 

No.213/PMK.06/2020l tentangl Petunjukl Pelaksanaanl Lelangl 

                                                           
68

l Wawancaral denganl Danyl Kuryanto,l Pelelangl Ahlil Madya.l Kantorl Pelayananl Kekayaanl 

Negaral danl Lelangl Semarang,l Tanggall 8l Aprill 2021. 
69

l Wawancaral denganl Danyl Kuryanto,l Pelelangl Ahlil Madya.l Kantorl Pelayananl Kekayaanl 

Negaral danl Lelangl Semarang,l Tanggall 8l Aprill 2021. 



75 
 

menyebutkanl “Pejabatl Lelangl adalahl orangl yangl berdasarkanl 

peraturanl perundang-undanganl diberil wewenangl khususl untukl 

melaksanakanl Lelang.”. 

Pejabatl Lelangl yangl ditunjukl olehl Kepalal Kantorl yangl 

mempunyail kewenanganl untukl melaksanakanl lelangl sesuail 

denganl jadwall danl waktul yangl telahl ditetapkanl sesuail Suratl Tugasl 

yangl diberikanl olehl Kepalal KPKNL.l Tatal caral permohonanl lelangl 

yaitu: 

1) Diajukanl secaral tertulisl olehl penjuall disertail dokumenl 

persyaratanl lelang. 

2) Pengajuanl permohonanl lelangl dapatl dilakukanl menggunakanl 

aplikasil lelangl (permohonanl on-line). 

3) Jikal diajukanl secaral on-linel melaluil aplikasil lelangl danl 

dokumenl persyaratanl lelangl telahl terverifikasil secaral digital,l 

aslil suratl permohonanl besertal dokumenl persyaratanl lelangl 

harusl telahl diterimal kepalal KPKNLl palingl lambatl 14l (empatl 

belas)l haril kerjal sejakl dinyatakanl lengkap. 

Kehadiranl Penjuall dalaml Lelang 

1) Secaral prinsip,l penjuall wajibl hadirl ditempatl pelaksanaanl 

lelang. 

2) Dalaml pelaksanaannyal kehadiranl dapatl fisikl ataul melaluil 

saranal medial elektronik 
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Kehadiranl penjuall melaluil saranal medial elektronikl 

dapatl dilakukanl untukl lelangl tanpal kehadiranl pesertal melaluil 

saranal medial elektronikl dapatl dilakukanl untukl lelangl tanpal 

kehadiranl pesertal melaluil Aplikasil Lelang.l Untukl hadirl 

melaluil saranal medial elektronik,l penjuall mengajukanl 

permohonanl kepadal kepalal KPKNL/Pejabatl Lelangl Kelasl IIl 

Kepalal KPKNL/Pejabatl Lelangl Kelasl IIl dapatl 

menyetujui/menolaknyal berdasarkanl pertimbanganl 

keamanan/efisiensil perjalanan,l urgensil kehadiranl penjuall 

dikaitkanl denganl jenisl ataul obyekl lelang,l ataul pertimbanganl 

lainnyal sesuail ketentuan. 

3) Ketentuanl kehadiranl melaluil saranal medial elektronikl jugal 

berlakul bagil seksil daril penjual,l untukl lelangl yangl memerlukanl 

kehadiranl seksi. 

4) Dokumentasil kehadiranl penjuall dan/ataul saksil daril penjuall 

melaluil saranal medial elektronikl berupal tangkapanl layarl yangl 

menampilkanl pejabatl lelang,l penjuall dan/ataul saksi.l 

Tangkapanl layarl dicetakl danl dilampirkanl padal minutal risalahl 

lelangl sebagail buktil kehadiranl penjuall dan/ataul saksil  

2. Penawaranl  

Caral penawaranl lelangl yangl dikenall dalaml praktekl lelangl 

selamal inil adal 3l (tiga)l cara,l yaitu: 

1) Penawaranl Lelangl Secaral Tertulisl Melaluil Aplikasil Lelang 
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Dalaml Lelangl Secaral Tertulisl Melaluil Aplikasil Lelangl 

administrasil yangl harusl dilaksanakanl adalahl : 

a. Penyampaianl penawaranl lelangl melaluil internetl dikiriml 

denganl menggunakanl aplikasil yangl disediakanl olehl 

KPKNL/Balail Lelangl yangl melaksanakanl lelang. 

b. Penawaranl Lelangl secaral tertulisl tanpal kehadiranl Pesertal 

Lelangl melaluil caral tertutupl (closedl bidding)l dibukal padal 

saatl pelaksanaanl lelangl olehl Pejabatl Lelangl bersamal 

denganl Penjuall danl 2l (dua)l orangl saksi. 

c. Saksil terdiril daril masing-masingl 1l (satu)l orangl daril daril 

KPKNL/Kantorl Pejabatl Lelangl Kelasl IIl danl 1l (satu)l orangl 

daril Penjual.l  

d. Pesertal Lelangl yangl menawarl denganl nilail palingl tinggil 

danl telahl memenuhil persyaratanl sebagail Pesertal Lelang,l 

ditetapkan/disahkanl olehl Pejabatl Lelangl sebagail Pembeli. 

e. Dalaml hall terdapatl penawaranl lelangl tertinggil denganl 

nilail yangl samal padal pelaksanaanl lelangl melaluil aplikasil 

lelangl internetl caral tertutupl (closedl bidding),l Pejabatl 

Lelangl berwenangl untukl mengesahkanl Pesertal Lelangl 

yangl penawaranl lebihl dahulul diterimal sebagail Pembeli. 

f. Pesertal Lelangl yangl melakukanl penawaranl lelangl melaluil 

aplikasil lelangl internetl caral terbukal (openl bidding)l denganl 

nilail palingl tinggil danl telahl memenuhil persyaratanl sebagail 
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Pesertal Lelang,l ditetapkan/disahkanl olehl Pejabatl Lelangl 

sebagail Pembeli.l  

g. Rekapitulasil seluruhl penawaranl lelangl daril setiapl Barangl 

yangl dil lelangl melaluil aplikasil lelangl internetl caral terbukal 

(openl bidding)l dicetakl danl ditandatanganil olehl Pejabatl 

Lelangl danl Penjual,l diberitahukanl kepadal semual Pesertal 

Lelangl termasukl pemenangl lelangl melaluil aplikasil lelangl 

internetl caral terbukal (openl bidding).l  

h. Rekapitulasil tersebutl dilampirkanl dalaml Minutal Risalahl 

Lelang. 

2) Penawaranl Lisan 

Dalaml penawaranl secaral lisanl administrasil yangl harusl 

dilaksanakanl adalahl :l  

a. Penawaranl Lelangl denganl caral lisanl semakinl meningkatl 

dalaml pelaksanaanl lelangl yangl menggunakanl nilail limit,l 

penawaranl lelangl dimulail palingl kurangl samal denganl 

Nilail Limit.l  

b. Penawaranl Lelangl secaral lisanl semakinl meningkatl yangl 

tidakl menggunakanl nilail limit,l penawaranl lelangl dimulail 

secaral bebasl danl diakhiril denganl penawaranl tertinggil yangl 

terbentuk.l  
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c. Penawaranl Lelangl secaral lisanl semakinl meningkat,l 

besaranl kelipatanl kenaikannyal ditentukanl olehl Pejabatl 

Lelang.l  

d. Penawaranl Lelangl secaral lisanl semakinl menurunl yangl 

menggunakanl nilail limit,l diakhiril denganl Penawarl 

Pertamal yangl penawarannyal palingl kurangl sesuail denganl 

Nilail Limit.l  

e. Dalaml hall terdapatl Penawarl Pertamal yangl penawarannyal 

sama,l Pejabatl Lelangl melanjutkanl penawaranl secaral lisanl 

semakinl meningkat.l  

f. Dalaml hall Penawaranl Lelangl yangl tidakl menggunakanl 

nilail limit,l Pejabatl Lelangl sebeluml melakukanl penawaranl 

lelangl harusl memintal suratl pernyataanl tertulisl daril Pemilikl 

Barangl bahwal bersedial melepasl barangl yangl dilelangl 

sesuail denganl hargal penawaranl palingl tinggil yangl 

terbentuk. 

3) Penawaranl tertulisl dilanjutkanl denganl penawaranl lisan. 

Dalaml penawaranl tertulis,l apabilal tidakl mencapail 

hargal limitl makal biasanyal penawaranl dilanjutkanl denganl 

penawaranl lisan.l Namunl demikianl tidakl setiapl kegagalanl 

dalaml penawaranl tertulisl langsungl dapatl dilanjutkanl seketikal 

denganl penawaranl terbukal secaral lisan.l Hall inil tergantungl 

padal syaratl lelangl yangl ditetapkanl olehl penjual.l Jikal syaratl 
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lelangl tidakl menetapkanl bahwal penawaranl tertulisl akanl 

dilanjutkanl denganl penawaranl lisanl apabilal beluml mencapail 

hargal limit,l makal penawaranl tertulisl tidakl bolehl dilanjutkanl 

denganl penawaranl lisan.l  

Namunl apabilal memangl penjuall menghendakil 

penawaranl tertulisl dilanjutkanl denganl penawaranl lisan,l makal 

penjuall dapatl sajal menambahl syaratl tersebutl dalaml syarat-

syaratl lelangl yangl telahl ditetapkanl sebelumnya.l Pelaksanaanl 

lelangl yangl dilakukanl olehl KPKNLl dalaml tahapl pelaksanaanl 

lelangnya,l sudahl sesuail denganl pasall 63l PMKl 

No.213/PMK.06/2020l tentangl Petunjukl Pelaksanaanl Lelangl 

yangl terdapatl tigal caral melakukanl penawaranl yangl dijalankanl 

olehl KPKNLl Kotal Semarang. 

e) Tahapl Pembayaran/Pelunasanl hasill lelangl sertal penyetoranl hasill 

bersihl lelang 

Pelunasanl pembayaranl Lelangl olehl Pembelil harusl dilakukanl 

melaluil rekeningl KPKNLl ataul cekl ataul girol palingl lambatl 5l (lima)l haril 

kerjal setelahl pelaksanaanl lelang.l Dalaml hall Pembelil tidakl melunasil 

Kewajibanl Pembayaranl Lelangl sesuail ketentuanl (wanprestasi),l padal 

haril kerjal berikutnyal Pejabatl Lelangl harusl membatalkanl 

pengesahannyal sebagail Pembelil denganl membuatl Suratl Pernyataanl 

Pembatalanl sertal menyetorkanl uangl jaminanl kel kasl negaral sebagail 

Pendapatanl Negaral Bukanl Pajak. 
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Setelahl Pembelil melakukanl pelunasan,l KPKNLl melaluil 

Bendaharal Penerimaanl menyetorkanl hasill bersihl lelangl yangl terdiril 

daril Pokokl Lelangl dikurangil biaya-biayal sepertil beal lelangl danl Pajakl 

Penghasilanl denganl ketentuanl Bendaharal Penerimaanl menyerahkanl 

Hasill Bersihl Lelangl atasl lelangl melaluil pemindahbukuanl ataul denganl 

cekl yangl ditandatanganil olehl Bendaharal Penerimaanl danl atasanl 

langsungl Bendaharal Penerimaanl kepadal Penjuall palingl lambatl 3l (tiga)l 

haril kerjal setelahl pembayaranl diterimal ataul sesuail jangkal waktul yangl 

ditentukanl olehl peraturan.70 

f) Pengembalianl Uangl Jaminanl Lelangl  

Dalaml hall Pesertal tidakl dinyatakanl sebagail pemenangl lelang,l 

makal uangl jaminanl yangl sebelumnyal disetorkanl akanl dikembalikanl 

kepadal Pesertal Lelang.l Pengembalianl Uangl Jaminanl Penawaranl 

Lelangl kepadal Pesertal Lelangl yangl tidakl disahkanl sebagail pembelil 

lelangl dilakukanl denganl beberapal mekanisme,l yaitu:71
l l  

1. Pengembalianl Uangl Jaminanl secaral tunail dilakukanl sebagail 

berikutl : 

a. Pesertal Lelangl mengajukanl permintaanl pengembalianl Uangl 

Jaminanl Penawaranl Lelangl denganl menunjukkanl aslil buktil 

identitasl diri,l sertal menyerahkanl kembalil aslil Tandal Terimal 

                                                           
70

l Wawancaral denganl Danyl Kuryanto,l Pelelangl Ahlil Madya.l Kantorl Pelayananl Kekayaanl 

Negaral danl Lelangl Semarang,l Tanggall 8l Aprill 2021. 
71

l Wawancaral denganl Danyl Kuryanto,l Pelelangl Ahlil Madya.l Kantorl Pelayananl Kekayaanl 

Negaral danl Lelangl Semarang,l Tanggall 8l Aprill 2021. 
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Penyetoranl Uangl Jaminanl Penawaranl Lelangl kepadal 

Bendaharal Penerimaan/Pejabatl Lelangl Kelasl I; 

b. Dalaml hall Pesertal Lelangl memberikanl kuasal kepadal pihakl 

lainl untukl mengambill Uangl Jaminanl Penawaranl Lelang,l 

pihakl yangl diberil kuasal tersebutl menyerahkanl aslil Suratl 

Kuasal bermaterail cukupl kepadal Bendaharal 

Penerimaan/Pejabatl Lelangl Kelasl Il yangl dilampiril fotokopil 

identitasl pemberil danl penerimal kuasa,l sertal menyerahkanl 

kembalil aslil Tandal Terimal Penyetoranl Uangl Jaminanl 

Penawaranl Lelang,l denganl menunjukkanl aslil buktil identitasl 

penerimal kuasa; 

c. Bendaharal Penerimaan/Pejabatl Lelangl Kelasl Il menyerahkanl 

Uangl Jaminanl Penawaranl Lelangl kepadal pesertal 

lelang/penerimal kuasal tersebut,l setelahl pesertal 

lelang/penerimal kuasal menandatanganil Tandal Terimal 

Pengembalianl Uangl Jaminanl Penawaranl Lelang, 

2. Pengembalianl Uangl Jaminanl Penawaranl Lelangl untukl lelangl 

yangl disetorl l melaluil virtuall accountl (VA),dilakukanl sebagail 

berikut: 

a. Bendaharal Penerimaan/Pejabatl Lelangl Kelasl Il mencocokkanl 

datal penyetoranl uangl jaminanl yangl adal dil rekeningl 

penampunganl lelangl denganl datal penyetoranl uangl jaminanl dil 
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aplikasil bankl mitral KPKNLl yangl terhubungl denganl aplikasil 

lelangl melaluil internet; 

b. Bendaharal Penerimaanl mengembalikanl Uangl Jaminanl 

Penawaranl Lelangl kel rekeningl pesertal lelangl yangl sahl denganl 

menggunakanl aplikasil bankl mitral KPKNLl yangl terintegrasil 

dalaml aplikasil lelangl melaluil internetl setelahl mendapatl 

persetujuanl daril Kepalal Seksil Hukuml danl Informasil selakul 

atasanl langsungl ataul Kepalal Kantor; 

c. Apabilal aplikasil sebagaimanal hurufl l tidakl berfungsil 

sebagaimanal mestinyal makal Bendaharal Penerimaanl dapatl 

memprosesl pengembalianl Uangl Jaminanl Penawaranl Lelangl 

secaral manuall sesuail ketentuanl yangl berlaku,l berdasarkanl 

permohonanl tertulisl daril penyetorl denganl melampirkanl aslil 

buktil setorl danl fotokopil identitasl diril denganl menunjukkanl 

aslinya; 

d. Uangl Jaminanl Penawaranl Lelangl yangl ditolakl olehl aplikasil 

sebagaimanal dikembalikanl olehl Bendaharal Penerimaanl 

melaluil aplikasil setelahl lelangl selesai; 

3. Pengembalianl jaminanl penawaranl lelangl berupal Garansil Bankl 

dilakukanl sebagail berikut: 

a. Pesertal Lelangl yangl tidakl disahkanl sebagail pembelil lelangl 

ataul yangl telahl melunasil seluruhl kewajibanl pembayaranl 
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lelangl mengajukanl permintaanl pengembalianl Garansil Bankl 

kepadal KPKNL; 

b. Bendaharal Penerimaan/Pejabatl Lelangl Kelasl Il menelitil danl 

mencocokkanl identitasl Pesertal Lelangl yangl tidakl disahkanl 

sebagail pembelil ataul memastikanl pelunasanl pembayaranl 

lelangl olehl Pembeli; 

c. Bendaharal Penerimaan/Pejabatl Lelangl Kelasl Il 

mengembalikanl jaminanl penawaranl lelangl berupal garansil 

Bankl denganl membuatl danl menandatanganil tandal terimal 

Pengembalianl Jaminanl Penawaranl Lelangl berupal Garansil 

Bank. 

g) Penyerahanl Dokumenl Kepemilikanl Barang  

Setelahl Pesertal dinyatakanl sebagail pemenangl lelang,l 

Pemenangl berkewajibanl melakukanl pelunasanl pokokl lelangl sertal beal 

lelangl sesuail ketentuanl untukl mendapatkanl hakl sebagail pembeli.l 

Dalaml hall Penjuall menyerahkanl aslil dokumenl kepemilikanl 

sebagaimanal dimaksudl dalaml Pasall 17l ayatl (3),l Pejabatl Lelangl harusl 

menyerahkanl aslil dokumenl kepemilikanl kepadal Pembeli,l palingl 

lambatl 1l (satu)l haril kerjal setelahl Pembeli72:l  

1. Menunjukkanl kuitansil ataul tandal buktil pelunasanl pembayaran;l 

dan/l ataul  
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l Wawancaral denganl Danyl Kuryanto,l Pelelangl Ahlil Madya.l Kantorl Pelayananl Kekayaanl 

Negaral danl Lelangl Semarang,l Tanggall 8l Aprill 2021. 
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2. Menyerahkanl buktil setorl Beal Perolehanl Hakl atasl Tanahl danl 

Bangunanl (BPHTB)l jikal barangl yangl dilelangl berupal tanahl dan/l 

ataul bangunan. 

Dalaml hall Penjuall memperlihatkanl aslil dokumenl kepemilikanl 

sebagaimanal dimaksudl dalaml Pasall 1l 7l ayatl (4)l kepadal Pejabatl 

Lelang,l Penjuall harusl menyerahkanl aslil dokumenl kepemilikanl 

kepadal Pembeli,l palingl lambatl 1l (satu)l haril kerjal setelahl Pembelil 

menunjukkan:l  

1. Kutipanl Risalahl Lelang;l danl  

2. Kuitansil ataul tandal buktil pelunasanl pembayaran. 

Dalaml hall penjual/l pemilikl barangl menyerahkanl dokumenl aslil 

kepemilikanl kepadal Pejabatl Lelang,l Pejabatl Lelangl harusl 

menyerahkanl dokumenl aslil kepemilikanl dan/l ataul barangl yangl 

dilelangl kepadal pembeli,l palingl lamal 1l (satu)l haril kerjal setelahl 

pembelil menunjukanl buktil pelunasanl pembayaranl danl menyerahkanl 

buktil setor.l Sesuail denganl pasall 83l PMKl No.l 213/PMK.06/2020. 

h) Pembuatanl Risalahl Lelangl  

Risalahl Lelangl adalahl berital acaral pelaksanaanl lelangl yangl 

dibuatl olehl pejabatl lelangl yangl merupakanl aktal otentikl danl 

mempunyail kekuatanl pembuktianl sempurna.l Risalahl Lelangl terdiril 

dari:73
l  
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l Wawancaral denganl Danyl Kuryanto,l Pelelangl Ahlil Madya.l Kantorl Pelayananl Kekayaanl 

Negaral danl Lelangl Semarang,l Tanggall 8l Aprill 2021. 
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1. Bagianl Kepalal Risalahl Lelang,l sebagaimanal dimaksudl dalaml 

Pasall 87l ayatl (2)l hurufl al PMKl No.213/PMK.06/2020l palingl 

sedikitl memuat: 

a) hari,l tanggal,l danl waktul pelaksanaanl lelangl ditulisl denganl 

hurufl danl angka;l  

b) namal lengkapl danl tempatl kedudukanl Pejabatl Lelang;l  

c) namal lengkap,l pekerjaan,l tempatl kedudukanl ataul domisili,l 

danl mekanismel kehadiranl Penjual;l  

d) tempatl pelaksanaanl lelang;l  

e) sifatl barangl yangl dilelangl danl alasanl barangl tersebutl dilelang;l  

f) dalaml hall Objekl Lelangl berupal barangl tidakl bergerakl berupal 

tanahl ataul tanahl danl bangunanl harusl diuraikan:l  

1. statusl hakl ataul surat-suratl lainl yangl menjelaskanl buktil 

kepemilikan; 

2. Nomorl danl tanggall Suratl Keteranganl Tanahl (SKT)l /l Suratl 

Keteranganl Pendaftaranl Tanahl (SKPT)l daril Kantorl 

Pertanahan;l dan 

3. keteranganl lainl yangl membebani,l apabilal ada; 

g) dalaml hall Objekl Lelangl berupal barangl bergerakl harusl 

diuraikanl jumlah,l jenisl danl spesifikasil barang;l  

h) dalaml hall Objekl Lelangl berupal Hakl Menikmati,l diuraikanl 

syaratl penjualanl daril Penjuall apabilal ada;l  

i) dalaml hall Objekl Lelangl berupal hakl tagih,l diuraikanl syaratl 

penjualanl daril Penjuall apabilal ada;l danl  

j) syaratl danl ketentuanl Lelang. 

2. Bagianl Badanl Risalahl Lelang,l sebagaimanal dimaksudl dalaml 

Pasall 87l ayatl (2)l hurufl bl palingl sedikitl memuatl : 

a) identitasl Pembelil yangl meliputil nama,l pekerjaanl danl alamat,l 

atasl namal sendiril ataul sebagail kuasal atasl namal badanl 

hukum/badanl usaha/orangl lain; 

b) lembagal jasal keuanganl kreditorl sebagail Pembelil untukl orangl 

ataul badanl hukuml ataul badanl usahal yangl akanl ditunjukl 

namanya,l dalaml hall lembagal jasal keuanganl kreditorl sebagail 

Pembeli;l  

c) Bargal Lelangl denganl angkal danl hurufl terbilang;l danl  

d) uraianl barangl yangl lakul terjual. 

3. Bagianl Kakil Risalahl Lelang,l sebagaimanal dimaksudl dalaml Pasall 

87l ayatl (2)l hurufl cl palingl sedikitl memuatl : 

a) jumlahl barangl yangl ditawarkanl ataul dilelang,l ditulisl denganl 

angkal danl hurufl terbilang;l  

b) jumlahl barangl yangl terjual,l ditulisl denganl angkal danl hurufl 

terbilang;l  

c) jumlahl hargal barangl yangl terjual,l ditulisl denganl angkal danl 

hurufl terbilang;l  

d) jumlahl hargal barangl yangl ditahan,l ditulisl denganl angkal danl 

hurufl terbilang; 
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e) banyaknyal dokumenl ataul surat-suratl yangl dilampirkanl padal 

Risalahl Lelang,l ditulisl denganl angkal danl hurufl terbilang;l  

f) tandal tanganl Pejabatl Lelangl danl Penjuall ataul kuasal Penjual,l 

dalaml hall Lelangl atasl barangl bergerak;l  

g) tandal tanganl Pejabatl Lelang,l Penjuall ataul kuasal Penjuall danl 

Pembelil ataul kuasal Pembeli,l dalaml hall lelangl barangl tidakl 

bergerak;l danl  

h) tandal tanganl saksil untukl Lelangl Eksekusil danl Lelangl 

Noneksekusil Wajibl atasl barangl tidakl bergerakl denganl 

penawaranl tanpal kehadiranl Pesertal Lelangl melaluil tromoll pos,l 

suratl elektronikl (l e-mail,l ataul Aplikasil Lelangl denganl 

penawaranl tertutupl (l closedl bidding). 

Risalahl lelangl adalahl berital acaral pelaksanaanl lelangl yangl 

dibuatl olehl Pejabatl Lelangl yangl merupakanl aktal autentikl danl 

mempunyail kekuatanl pembuktianl sempurna.l sesuail denganl pasall 1l 

PMKl No.213/PMK.06/2020l tentangl Petunjukl Pelaksanaanl Lelang,l 

yangl berbunyil sebagail berikutl ”Berital acaral pelaksanaanl lelangl yangl 

dibuatl olehl pejabatl lelangl yangl merupakanl aktal otentikl danl 

mempunyail kekuatanl pembuktianl sempurna“.74 

Makal sesuail denganl teoril akuntabilitasl karenal risalahl lelangl 

yangl dibuatl olehl pejabatl lelangl yangl kemudianl 

dipertanggungjawabkanl kepadal Kepalal KPKNL,l Kanwill DJKN,l danl 

kepadal seluruhl masyarakat,l dalaml hall inil penjuall danl pembelil bilal adal 

masalahl dil kemudianl hari.l Namunl Risalahl lelangl inil setelahl jadil akanl 

menjadil dokumenl negaral yangl bersifatl rahasia.l Tidakl bolehl adal yangl 

mengetahuil kecualil adal keperluanl yangl daruratl danl mendesak.l 

Risalahl lelangl bisal dibukal danl diketahuil sepertil adanyal pengauditanl 

daril lembagal BPKl ataul adanyal penyidikanl daril lembagal KPK. 
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l Wawancaral denganl Danyl Kuryanto,l Pelelangl Ahlil Madya.l Kantorl Pelayananl Kekayaanl 

Negaral danl Lelangl Semarang,l Tanggall 8l Aprill 2021. 
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i) Administrasil Perkantoranl danl Peraturan 

KPKNL,l Balail Lelangl danl Pejabatl Lelangl menyelenggarakanl 

administrasil perkantoranl danl membuatl laporanl yangl berkaitanl denganl 

pelaksanaanl lelang,l danl memberikanl laporanl kepadal Kantorl Wilayahl 

danl Kantorl Pusatl DJKNl melaluil Kantorl Pos.75 

1. KPKNL,l Balail Lelangl danl Kantorl Pejabatl Lelangl Kelasl IIl wajib: 

a. menyelenggarakanl administrasil perkantoran;l  

b. membuatl laporanl yangl berkaitanl denganl pelaksanaan.l lelangl 

kepadal Pengawasl Lelangl (Superintenden);l danl  

c. membuatl laporanl transaksil lelangl kepadal Pusatl Pelaporanl danl 

Analisisl Transaksil Keuanganl (PPATK).l  

2. Kantorl Wilayahl membuatl laporanl rekapitulasil pelaksanaanl lelangl 

kepadal Direktoratl Lelang. 

KPKNL,l Balail Lelang,l danl Pejabatl Lelangl memberikanl 

laporanl yangl berkaitanl denganl pelaksanaanl lelangl kepadal Kanwill 

DJKNl danl Kantorl Pusatl DJKN.l Didasarkanl padal pasall 97l PMKl 

No.213/PMK.06/2020l tentangl Petunjukl Pelaksanaanl Lelang. 

 

                                                           
75

l Wawancaral denganl Danyl Kuryanto,l Pelelangl Ahlil Madya.l Kantorl Pelayananl Kekayaanl 

Negaral danl Lelangl Semarang,l Tanggall 8l Aprill 2021. 
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B. Hambatanl dalaml Pelaksanaanl Lelangl Eksekusil Hakl Tanggunganl 

Melaluil Kantorl Pelayananl Kekayaanl Negaral danl Lelangl (KPKNL)l Kotal 

Semarangl danl Solusinya. 

Dalaml pelaksanaanl lelangl objekl eksekusil hakl tanggunganl padal 

Kantorl Pelayananl Kekayaanl Negaral danl Lelangl (KPKNL)l kotal Semarang,l 

dimanal proresl daril pelaksanaanl lelangl padal pandemil covid-19l inil tidakl adal 

masalahl dikarenakanl pelaksanaanl lelangl menggunakanl vial online.l Dulul 

sebeluml pandemil adal dimanal proresl daril pelaksanaanl lelangl memakanl waktul 

yangl sangatl panjangl danl tidakl bisal dipungkiri,l bahwal dalaml pelaksanaanyal 

mendapatkanl hambatan-hambatanl danl kendalal yangl dapatl menggangul ataul 

bahkanl menimbulkanl kerugian-kerugianl bagil paral krediturl maupunl debitur.l 

Dimanal hambatan-hambatanl yangl ditemuil dalaml pelaksanaanl lelangl objekl 

eksekusil hakl tanggunganl padal Kantorl Pelayananl Kekayaanl Negaral danl 

Lelangl (KPKNL)l kotal Semarangl berdasarkanl penelitianl yangl dilakukanl 

penulisl padal masing-masingl tahapanl prosesl lelangl yaitu76: 

 

1. Tahapl Pral lelangl  

a. Kekuranganl dokumen-dokumenl lelangl  

Berkasl ataul dokumenl lelangl merupakanl syaratl yangl 

palingl fatall danl krusiall bagil pelaksanaanl lelang.l Kekuranganl 

kelengkapanl dokumenl akanl menghambatl prosesl pengajuanl 

permohonanl lelangl dil Kantorl Pelayananl Kekayaanl Negaral danl 
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l Wawancaral denganl Danyl Kuryanto,l Pelelangl Ahlil Madya.l Kantorl Pelayananl Kekayaanl 

Negaral danl Lelangl Semarang,l Tanggall 8l Aprill 2021. 
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Lelangl (KPKNL)l .l Untukl hall kekuranganl dokumen-dokumenl 

lelangl makal Kantorl Pelayananl Kekayaanl Negaral danl Lelangl 

(KPKNL)l kotal Semarangl akanl memberikanl pengarahanl kepadal 

krediturl untukl segeral melengkapil dokumenl dokumenl yangl 

kurangl agarl nantinyal tidakl menimbulkanl masalahl dil kemudianl 

hari. 

b. Adanyal gugatanl perdatal daril debitur 

Gugatanl perdatal daril debiturl merupakanl hall yangl biasal 

terjadil karenal menurutl indil varil hall tersebutl merupakanl akal-

akalanl daril debiturl untukl menghambatl pelaksanaanl lelang.l 

Denganl adanyal gugatanl daril debiturl mengakibatkanl prosesl lelangl 

akanl menjadil terhambatl danl mengakibatkanl Kantorl Pelayananl 

Kekayaanl Negaral danl Lelangl (KPKNL)l kotal Semarangl kesulitanl 

dalaml melakukanl pemasaranl ataul marketingl objekl lelangl hakl 

tanggunganl karenal bagil paral calonl pembelil objekl lelangl karnal 

calonl pembelil masihl ragul denganl kepastianl hukuml barangl yangl 

akanl dilelang. 

Solusil daril permasalahanl tersebutl Kantorl Pelayananl 

Kekayaanl Negaral danl Lelangl (KPKNL)l kotal Semarangl 

mengikutil ketentuanl hukuml yangl adal danl berkoordinasil denganl 

kuasal hukuml daril krediturl mengenail berkas-berkasl apal sajal yangl 

akanl dijadikanl sebagail alatl buktil dalaml persidanganl dil 

Pengadilan.l Apabilal adal putusanl selal untukl menghentikanl prosesl 
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lelangl makal Kantorl Pelayananl Kekayaanl Negaral danl Lelangl 

(KPKNL)l kotal Semarangl akanl menghentikanl prosesl lelangl 

sampail adanyal kekuatanl hukuml yangl berkekuatanl hukuml tetap. 

Solusil daril kesulitanl untukl memasarkanl objekl eksekusil 

lelangl makal Kantorl Pelayananl Kekayaanl Negaral danl Lelangl 

(KPKNL)l kotal Semarangl melakukanl penjelasanl danl memastikanl 

kepadal paral calonl pembelil objekl lelangl hakl tanggunganl 

bahwasanyal gugatanl daril debiturl akanl ditolakl olehl pengadilanl 

karenal pelaksanaaanl lelangl sudahl sesuail denganl prosedurl yangl 

berlaku. 

2. Tahapl Lelang 

Sebenarnyal dalaml pelaksanaanl lelangl sendiril l Kantorl Pelayananl 

Kekayaanl Negaral danl Lelangl (KPKNL)l kotal Semarangl tidakl adal 

hambatanl –l hambatanl yangl sangatl signifikanl karenal apabilal dalaml tahapl 

pral lelangl sudahl tidakl adal masalah,l makal lelangl langsungl bisal 

dilaksanakanl olehl pejabatl lelangl kelasl satu. 

3. Tahapl Pascal lelang 

a) Adanyal gugatanl daril debiturl atasl hasill lelang 

Gugatanl daril debiturl atasl hasill lelangl yangl biasanyal yangl 

menjadil pokokl perkaral gugatannyal adalahl nilail lakul lelangl objekl 

jaminanl hakl tanggungan.l Menurutl debiturl nilail lakul lelangl yangl 

dihasilkanl daril pelaksanaanl lelangl nilainyal dibawahl hargal pasar,l 

yangl mengakibatkanl debiturl merasal dirugikan.l Apabilal terdapatl 



92 
 

permasalahanl sepertil diatasl biasanyal Kantorl Pelayananl 

Kekayaanl Negaral danl Lelangl (KPKNL)l kotal Semarangl menjadil 

turutl tergugat.l Yangl dilakukanl Kantorl Pelayananl Kekayaanl 

Negaral danl Lelangl (KPKNL)l kotal Semarangl adalahl lewatl stafl 

legall yangl akanl berkoordinasil denganl kuasal hukuml daril krediturl 

mengenail berkas-berkasl apal sajal yangl diperlukan.l  

Apabilal yangl dipermasalahkanl adalahl nilail lakul lelangl 

yaknil Kantorl Pelayananl Kekayaanl Negaral danl Lelangl (KPKNL)l 

kotal Semarangl menunjukanl berkasl penilaianl asetl (Appraisal)l 

karenal penilaianl tersebutl menjadil dasarl nilail penjualanl objekl 

lelangl dimanal penilaianl tersebutl dilakukanl olehl badanl 

independentl yangl berkompetenl dimanal hasill daril penilaianl 

tersebutl menjadil dasarl penetapanl nilail limit. 

b) Pengosonganl objekl lelang 

Dalaml hall objekl lelangl masihl dihunil mengakibatkanl 

pembelil kesulitanl untukl menguasail objekl lelangl hall inil yangl 

membuatl paral pembelil sukal menggunakanl jasal Kantorl Pelayananl 

Kekayaanl Negaral danl Lelangl (KPKNL)l kotal Semarangl karenal 

lebihl pengalaman.l Untukl pengosonganl objekl lelangl yangl masihl 

dihunil hal-hall yangl dilakukanl yaitu: 

1. Denganl melakukanl pendekatanl persuasifl kepadal penghunil 

objekl lelangl dimanal melakukanl mediasai-mediasil yangl 

salingl menguntungkanl semual pihakl dimanal biasanyal 
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penghunil objekl lelangl memintal sejumlahl uangl untukl gantil 

rugil ataul ongkosl pemindahanl barang-barangl yangl ada.l Dalaml 

hall inil biasanyal penjuall memperhitungkanl besaranl biayal yangl 

dikeluarkan. 

2. Mengajukanl fiatl eksekusil kel Pengadilanl setempatl 

berdasarkanl risalahl lelangl yangl dimilikil pembeli,l dimanal 

nantinyal apabilal sudahl keluarl fiatl eksekusil daril pengadilanl 

untukl pengosonganl objekl lelang,l makal aparatl keamananl akanl 

terjunl kelokasil untukl melakukanl prosesl pengosonganl objekl 

lelang.l Akanl tetapil prosesl inil memakanl biayal yangl banyak 
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BABl IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkanl uraianl hasill penelitianl danl pembahasanl yangl telahl 

dipaparkanl sebelumnya,l penulisl dapatl menarikl kesimpulanl sebagail berikut:l  

1. Pelaksanaanl lelangl Denganl Objekl Eksekusil Hakl Tanggunganl Padal Kantorl 

Pelayananl Kekayaanl Negaral danl Lelangl (KPKNL)l kotal Semarangl dilakukanl 

dalaml beberapal tahap: 

a. Prosesl Pral Lelang 

Yaitul terdiril daril suratl permohonanl lelangl olehl kreditor,l chekl listl 

ataul verivikasil dokumenl lelang,l Suratl pemberitahuanl prosesl pralelang,l 

pengumumanl lelangl pertamal danl kedua,l pengurusanl SKPT,l danl kegiatanl 

pemasaran. 

b. Prosesl Lelang 

Lelangl dilakukanl denganl sistiml pelaksanaanl lelangl denganl 

penawaranl melaluil saranal medial elektronikl ataul internetl denganl sistiml 

penawaranl closedl bidding.l Lelangl dilaksanakanl padal hari,l tanggall danl 

tempatl yangl terteral padal pengumumanl lelangl olehl KPKNLl Semarangl danl 

harusl dihadiril olehl kreditorl ataul pejabatl penjual,l saksi,l pejabatl lelangl 

kelasl satu.l Tatal caral peleksanaannyal terdiril daril pesertal lelangl yangl sudahl 

mendapatkanl akunl aplikasil lelangl KPKNLl danl sudahl menyetorkanl uangl 

jaminanl lelang,l melakukanl log-inl aplikasil lelangl KPKNL,l Pembukaanl 

penawaranl lelangl olehl pejabatl lelangl kelasl satu,l penawaranl lelangl daril 
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pesertal lelang,l penutupanl penawaranl lelang,l pengesahanl pemenangl 

lelang. 

c. Prosesl Pascal Lelang 

Yaitul terdiril daril pembayaranl ataul pelunasanl lelang,l 

pengembalianl uangl jaminanl lelang,l pengurusanl penerbitanl risalahl lelang,l 

pengurusanl penerbitanl berital acaral serahl terimal dokumenl aslil 

kepemilikanl barang,l pengurusanl berital acaral serahl terimal barang,l 

penerbitanl laporanl danl invoicel tagihan 

2. Hambatanl dalaml pelaksanaanl lelangl denganl objekl hakl tanggunganl padal 

KPKNLl Semarangl padal situasil pandemil saatl inil tidakl adal masalahl 

dikarenakanl pelaksanaanl lelangl menggunakanl vial online.l Dulul sebeluml 

pandemil datangl hambatanl dalaml pelaksanaanl lelangl denganl objekl hakl 

tanggunganl kekuranganl dokumenl lelang,l dimanal solusinyal yaitul 

memberikanl pengarahanl kepadal krediturl sertal membantul krediturl untukl 

segeral melengkapil dokumenl lelang.l Sedangkanl hambatanl yangl disebabkanl 

olehl gugatanl perdatal daril debitur,l solusinyal yaitul KPKNLl Semarangl akanl 

berkoordinasil denganl kuasal hukuml kreditur,l mengenail dokumen-dokumenl 

apal sajal yangl akanl dijadikanl sebagail alatl buktil dil persidanganl nanti.l Hambatanl 

dalaml prosesl lelangl sebenarnyal tidakl ada,l apabilal dalaml porosesl pral lelangl 

sudahl tidakl adal hambatan,l makal lelangl bisal dilaksanakan.l Sedangkanl 

hambatanl dalaml prosesl pascal lelangl adalahl adanyal gugatanl daril debiturl yangl 

menggugatl hasill nilail juall objekl lelangl yangl dibawahl hargal pasar,l solusil daril 

permasalahanl tersebutl KPKNLl Semarangl menyerahkanl alatl buktil sepertil 



96 
 

suratl penetapanl nilail limit,l risalahl lelangl danl dokumenl penunjangl lainnyal 

kepadal kuasal hukuml krediturl untukl dibawal dil persidangan.l Hambatanl lainnyal 

dalaml prosesl pascal lelangl yaitul pengosonganl objekl lelang,l dimanal solusil yangl 

ditawarkanl adalahl denganl melakukanl pendekatanl persuasivel denganl 

penghunil objekl lelang,l danl apabilal dalaml pendekatanl persuasifl gagall makal 

akanl mengajukanl fiatl eksekusil kel Pengadilan. 

B. Saran 

Berdasarkanl uraianl kesimpulanl diatasl makal penulisl dapatl 

menyampaikanl beberapal saranl sebagail berikut: 

1. Bagil kreditur 

Dalaml mengajukanl permohonanl lelangl krediturl harusl benar-benarl 

menelitil kelengkapanl dokumenl yangl nantinyal akanl digunakanl sebagail syaratl 

lelangl agarl tidakl adal permasalahanl hukuml dikemudianl hari. 

2. Bagil KPKNLl Semarang 

Pelaksanaanl perjanjianl kerjasamal denganl krediturl dalaml bentukl 

pengurusanl lelangl denganl objekl hakl tanggungan,l KPKNLl Semarangl harusl 

tetapl menjalankanl perannyal secaral profesionall agarl dapatl menghimpunl 

pesertal lelangl yangl banyakl sehinggal menciptakanl nilail juall lelangl yangl tinggi. 

3. Bagil pesertal lelang 

Pesertal lelangl yangl akanl mengikutil lelangl objekl hakl tanggunganl harusl 

benar-benarl menelitil secaral detaill danl langsungl mengenail kondisil fisikl 

maupunl kelengkapanl dokumenl objekl lelangl yangl akanl diikutinyal apakahl 
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sudahl sesuail denganl spesifikasil yangl dipublikasikanl olehl penjual,l agarl tidakl 

adal penyesalanl dikemudianl hari. 
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